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BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR J^TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoraan 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah 

(Lembarem Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

4. Peraturan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Peru bah an Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5864);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 244);

7. Peraturan
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN 

BARANG/JASA DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah an Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintah an yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah an negara kesatuan 

Republik Indonesia.
5. Pemerintah an Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah an dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah an Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah
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6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah an Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat 

Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan.
9. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 

menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana 

Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat 

Desa sekitar lainnya.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang 

disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

APBDesa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutya disebut 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Keija Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, 

adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun.
17. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan 

dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia 
tanpa permintaan penawaran tertuUs yang dilakukan oleh Kasi/Kaur
atau TPK.

18. Permintaan
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18. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan 

membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis 
paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.

19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, 
adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguaaakan sebagian 
kekuasaan PKPKD.

20. Pelaksana Kegiatan Anggaran adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh 
Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan (Kasi/Kaur).

21. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 
Desa dalam memberdayakan masyarakat.

22. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan 
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, 
baik dilakukan melalui Swakelola dan/atau Penyedia Barang/Jasa.

23. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah badan 
usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

24. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang 
membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan 
barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri 
oleh Kasi/Kaur.

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut 
Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, 
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

26. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikeijakan 
sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

27. Perjanjian Keijasama adalah kcsepakatan antara dua orang atau tebih 
mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka.

28. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah 
perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh kasi/kaur.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan bagi 
Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan 
dana APB Desa.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan 
tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

Pasal 3
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Pasal 3

(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tata nilai Pengadaan;
b. para pihak;
c. perencanaan Pengadaan;
d. persiapan Pengadaan;
e. pelaksanaan Pengadaan;
f. pembayaran prestasi kerja;
g. keadaan kahar;
h. pemutusan surat peijanjian;
i. sanksi;
j. penyelesaian perselisihan;
k. pelaporan dan serah terima; dan
l. pembinaan, pengawasan, dan Pengadaan secara elektronik.

(2) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan
dan anggarannya bersumber dari APB Desa.

(3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TATA NILAI PENGADAAN 

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut;
a. efisien, berarti Pengadaan hams diusahakan dengan menggunakan dana 

dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam 

waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan 

untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
b. efektif, berarti Pengadaan hams sesuai dengan kebutuhan dan sasaran 

yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besamya;
c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan 

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan 

Penyedia yang berminat;
d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia 

Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan / kriteria tertentu berdasarkan 

ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. pemberdayaan
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e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai 
w ah ana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola 

pembangunan Desanya;
f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga keija oleh masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa;
g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang 

sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi 
persyaratan;

h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia 

dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; 

dan
i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

PasaJ 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika
sebagai berikut;
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
b. bekeija secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi 

yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 

penyimpangan Pengadaan;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 

berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 

sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah teijadinya pertentangan kepentingan pihak 

yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang 

berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Oesa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; 

dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja 

dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan 

dengan Pengadaan.

Pasal 6
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Pasal 6

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola 

dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa 

secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan 

tujuan memperluas kesempatan keija dan pemberdayaan masyarakat 

setempat.
(2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka 

Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia balk sebagian maupun 

seluruhnya.

Pasal 7

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:
a. mendukung Swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB III 
PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Para Pihak Dalam Pengadaan 

Pasal 8

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:
a. Kepala Desa;
b. Kasi/Kaur;
c. TPK;
d. Masyarakat; dan
e. Penyedia.

Bagian Kedua 
Kepala Desa

Pasal 9

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:
a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa 

sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran beijalan; dan

c. menyelesaikan
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c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal 
teijadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga 
Kasi/Kaur

Pasal 10

(1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
(2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:

a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang 

ditetapkan Musrenbangdes;
d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
f. menerima hasil Pengadaan;
g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada 

Kepala Desa; dan
h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya 

kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan peijanjian atau menandatangani 
surat peijanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau 

anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

(4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat 
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal II
(1) TPK terdiri dari unsur:

a. Perangkat Desa;
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Masyarakat.

(2) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

adalah pelaksana kewilayahan.

(3) Unsur
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(3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, adalah Ketua Karang Taruna, Ketua RT, Ketua RW dan/atau 

Ketua PKK atau sebutan lain secara hierarkis yang aktif dan memiliki 
pcngalaman dibidangnya.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 

anggota masyarakat yang ada pada wilayah kegiatan dan memiliki 
pengalaman dibidangnya.

(5) TPK ditetapkan dengan jumlah personil paling sedikit 3 (tiga) orang.
(6) Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan, personil TPK 

dapat ditambah sepanjang beijumlah gasal.
(7) Organisasi TPK terdiri atas:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(8) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
a. melaksanakan Swakelola;
b. menyusun dokumen Lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui 

Penyedia;
d. memilih dan menetapkan Penyedia;
e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

(9) Khusus untuk pekeijaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola 

ditunjuk penanggung jawab teknis pekeijaan dari anggota TPK yang 

mampu dan memahami teknis kegiatan/pekeijaan konstruksi.
(10) TPK dapat diberikan honorarium yang besarannya memperhatikan 

kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kelima 

Masyarakat

Pa sal 12

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk:
a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Keenam
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Bagian Keenam 

Penyedia

Pasal 13

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, 

dan sejenisnya;
b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang 

diperlukan dalam Pengadaan;
c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; 

dan
d. khusus untuk pekeijaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli 

dan/atau peralatan yang diperlukeui dalam pelaksanaan pekeijaan.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN 

Pasal 14

(1)
(2)

Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa. 
Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:
a. jenis kegiatan;
b. lokasi;
c. volume;
d. biaya;
e. sasaran;
f. waktu pelaksanaan kegiatan;
g. pelaksana kegiatan anggaran;
h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
i. rincian satuan harga untuk kegiatan Pengadaan yang akan 

dilakukan.

(3)

(4)

Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat 

penyusunan RKP Desa.

Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Ketja Kegiatan Desa.

Pasal 15

(1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan 

oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh 

Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.

(2) Pengumuman
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(2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
a. naxna kegiatan;
b. nilai Pengadaan;
c. jenis Pengadaan;
d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
e. namaTPK;
f. lokasi; dan
g. waktu pelaksanaan.

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN 

Bagian Kesatu
Peraiapan Pengadaan secara Swakelola

Pasal 16

(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen peraiapan Pengadaan secara Swakelola 

berdasarkan DPA yang terdiri dari:
a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. rencana penggunaan tenaga keija, kebutuhan bahan, dan peralatan;
c. gambar rencana keija (apabila diperlukan);
d. spesifiKasi teknis (apabila diperlukan); dan
e. RAB Pengadaan.

(2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun 

oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan 

melalui Swakelola berupa;
a. gambar rencana keija;
b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
c. spesifiKasi teknis;
d. RAB Pengadaan dan Analisa Haiga Satuan; dan
e. rencana penggunaan tenaga keija, kebutuhan bahan, dan peralatan.

(4) Dalam menentukan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) Kasi/Kaur dapat menunjuk konsultan teknis 

baik perorangan maupun badan usaha untuk kegiatan fisik/konstruksi 
yang membutuhkan analisis konstruksi dan ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa.

(5) Konsultan —
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(5) Konsultan teknis selain melaksanakan pekeijaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) juga mempunyai kewajiban pengawasan 

terhadap pelaksanaan pekeijaan sesuai yang telah direncanakan.

(6) Pemerintah Desa menyediakan anggaran paling tinggi 5% (lima 

perseratus) untuk kegiatan fisik dan konstruksi yang menggunakan jasa 

konsultan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Kegiatan fisik dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

antara lain;
a. pembangunan jembatan;

b. bangunan gedung;
c. pelapis tebing; dan
d. pasar Desa.

(8) Hasil pekeijaan konsultan terkait analisis konstruksi dan gambar 

rencana keija dikonsultasikan kepada tenaga ahli/tenaga pendamping 

profesional dan disahkan oleh Kasi kecamatan yang membidangi.

(9) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung 

dengan menggunakan harga pasar.

(10) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memprioritaskan 

harga pasar di Desa setempat.

(11) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, 
apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat.

(12) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, 
sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan 

dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada 

DPA.

(13) Revisi RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dituangkan dalam 

berita acara yang ditandatangani Kasi/Kaur dan Kepala Desa.

(14) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA 

yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan tidak dapat 

dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

(15) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan 

Pengadaan melalui Swakelola.

Bagian Kedua
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Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 17

(1) Kasi/Kaur menyTJsun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia 

berdasarkan DPA yang terdiri dari:
a. waktu pelaksanaan pekeijaan;
b. gambar rencana keija (apabila diperlukan);
c. kerangka acuan keija/spesiflkasi teknis (apabila diperlukan)/daftar 

kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
d. HPS; dan
e. rancangan surat peijanjian.

(2) Dalam menentukan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kasi/Kaur dapat menunjuk konsuitan teknis 

baik perorangan maupun badan usaha untuk kegiatan Hsik/konstruksi 
yang membutuhkan analisis konstruksi dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

(3) Konsuitan teknis selain melaksanakan pekeijaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) juga mempunyai kewajiban pengawasan 

terhadap pelaksanaan pekeijaan sesuai yang telah direncanakan.
(4) Pemerintah Desa menyediakan anggaran paling tinggi 5% (lima

perseratus) untuk kegiatan fisik dan konstruksi yang menggunakan jasa 

konsuitan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Kegiatan fisik dan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) antara 

lain:
a. pembangunan jembatan;
b. bangunan gedung;
c. pelapis tebing; dan
d. pasar Desa.

(6) Hasil pekeijaan konsuitan terkait analisis konstruksi dan gambar 

rencana keija dikonsultasikan kepada tenaga ahli/tenaga pendamping 

profesional dan disahkan oleh Kasi kecamatan yang membidangi.
(7) Hre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh 

Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Pengadaan melalui 
Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.

(8) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang haiga 

barang/jasa di Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang 

dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
(9) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, 

apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat.
(10) Kasi.....
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(10) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondlsi 
sebagai berikut;
a. (ialam hal hanya teniapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar 

adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut;
b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar 

adalah:
1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
2) harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana 

dimaksud pada angka 1).
(11) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:

a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai; dan
c. memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut 

harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
(12) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang 

tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan dapat 

dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
(13) Revisi RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dituangkan dalam 

berita acara yang ditandatangani Kasi/Kaur dan Kepala Desa.
(14) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang 

melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan tidak dapat 

dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
(15) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak 

dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.
(16) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN 

Bagian Kesatu
Pengadaan Melalui Swakelola 

Pasal 18

(1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan 

yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPK 

dengan:

a. Swakelola....
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a. Swakelola, dilaksanakan dengan kontrak antara Kasi/Kaur dengan
penyedia bahan (perorangan / u saha dagang/toko
material/bosecamp/quari), kontrak dengan tenaga keija, dan 

kontrak dengan persewaan alat be rat;
b. Swakelola dengan swadaya bahan material, dilaksanakan dengan 

adanya kontrak antara Kasi/Kaur dengan RT/RW terkait dukungan 

swadaya dari masyarakat dal am bentuk material/bahan; dan
c. Swakelola dengan swadaya tenaga keija, dilaksanakan dengan 

adanya kontrak antara Kasi/Kaur dengan RT/RW terkait dukungan 

swadaya tenaga keija dalam bentuk gotong royong masyarakat 

dalam pelaksanaan kegiatan swakelola.
(3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai

berikut:
a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan 

Catalan hasil pembahasan;
b. apabila dip>erlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga keija 

dengan ketentuan sebagai berikut;
1) narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, 

organisasi perangkat daerah, dan/atau tenaga profesional; 

dan/atau
2) tenaga keija diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.

c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta 

dokumentasi kegiatan.
(4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan 

sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai 
Desa.

(5) Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana 

prasarana/peralatan/material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa 

maka TPK melaksanakan Pengadaan melalui Penyedia.
(6) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Swakelola meliputi:
a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
b. penggunaan narasumber/tenaga keija, sarana prasarana/peralatan 

dan material / bah an.
(7) Dalam hal melaksanakan tugas pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6), Kasi/Kaur dapat dibantu oleh Konsultan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

(8) Berdasarkan
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(8) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi 
Swakelola.

(9) Apabila daJam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk 

melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan peketjaan.
(10) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui 

media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang- 

kurangnya pada papeui pengumuman Desa.
(11) Untuk pekeijaan konstruksi selain diumumkan pada papan 

pengumuman Desa, pengumuman hasil Pengadaannya dilakukan di 
lokasi pekeijaan.

(12) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi;
a. nama kegiatan;
b. nilai pengadaan;
c. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
d. nama TPK;
e. lokasi; dan
f. waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua
Pengadaan Melalui Penyedia

Paragraf 1 

Umum

Pasal 19

(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
a. pembelian langsung;
b. permintaan penawaran; dan
c. lelang.

(2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh 

Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa 

secara langsung di Desa; dan
c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan 

mempertimbangkan prinsip Pengadaan.

(3) Dalam
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(3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara pembelian 

langsung dan permintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf b penyedia bisa perorangan maupun badan usaha 

dengan harus memiliki nomor pokok wajib pajak.
(4) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK men30isun dokumen 

Lelang,
(5) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara 

lain:
a. ruang lingkup pekeijaan dalam bentuk Kerangka Acuan Keija;
b. daftar kuantitas dan harga;
c. spesifikasi teknis;
d. gambar rencana keija (apabila dipertukan);
e. waktu pelaksanaan pekeijaan;
f. persyaratan administrasi;
g. rancangan surat peijanjian; dan
h. nilai total HPS.

(6) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf f berupa:
a. surat pemyataan kebenaran usaha;
b. nomor pokok wajib pajak;
c. izin usaha; dan
d. memiliki pengalaman pekeijaan yang sejenis.

Paragraf 2
Pembelian Langsung 

Pasal 20

(1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

dengan tata cara sebagai berikut:
a. Kasi/Kaur/TPK memilih satu Penyedia;
b. TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia untuk memperoleh harga 

yang lebih murah; dan

c. transaksi.
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c. transakai dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama 

Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat 

dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) 

tahun anggaran berturut-turut.
(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK 

melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat 

atau sekitar.
(5) Apabila tidak teidapat Penyedia lain yang mampu menyediakan 

barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian 

Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 3
Permintaan Penawaran 

Pasal 21

(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan diatas 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah).
(2) Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. TPK meminta penawaran secara tertulis paling sedikit dari 2 (dua) 

Penyedia;
b. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, 

Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia 

tersebut;
c. pemintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
1) Kerangka Acuan Keija;
2) rincian barang/jasa;
3) volume;
4) spesifikasi teknis;
5) gambar rencana keija (apabila diperlukan);
6) waktu pelaksanaan pekeijaan; dan
7) formulir surat pemyataan kebenaran usaha.

d. penyedia.
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d. Penyedia raenyampaikan surat penawaran teknis dan harga disertai 

surat pemyataan kebenaran usaha;
e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
f. penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi 

persyaratan teknis dan harga;
g. dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK 

menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai 
pemenang untuk melaksanakan pekeijaan;

h. dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga 

yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan 

setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; 
dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan 

negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh 

harga yang lebih murah;
hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada 

huruf h dan huruf i, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; 
dan

k. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat 

peijanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran 

dengan Penyedia.

1.

J-

Paragraf 4 

Lelang

Pasal 22

(1) Lelang adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia 

barang/jasa secara terbuka.

(2) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah).

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. TPK; dan
b. apabila diperlukan TPK dapat mengajukan permohonan kepada 

UKPBJ untuk melakukan lelang.

(4) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. pengumuman lelang;
b. pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang;
c. pemasukan dokumen penawaran;
d. evaluasi penawaran;
e. negosiasi; dan
f. penetapan pemenang.

(5) Pengumuman. n
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(5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

dilakukan dengan cara;
a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia 

menyampaikan penawaran tertulis;
b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah 

diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan 

pengumuman Desa.
c. pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:

1) nama paket pekeijaan;
2) nama TPK;
3} lokasi pekeijaan;
4) ruang lingkup pekeijaan;
5) nilai total HPS;
6) jangka waktu pelaksanaan pekeijaan; dan
7) jadwal proses lelang.

d. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat 

mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti 
Lelang.

(6) Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:
a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan
b. TPK memberikan dokumen lelang kepada Penyedia yang mendaftar.

(7) Pemasukan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis 

yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga 

kepada TPK.
(8) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 

dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi penawaran 

penyedia, dan dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan 

dokumen administrasi, penawaran teknis dan harga.
(9) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan 

dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK 

melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam 

Berita Acara Hasil Negosiasi; atau

b. apabila.
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b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar 

dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar 

menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang 

lebih murah yang dituangkan dal am Berita Acara Basil Negosiasi.
(10) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f 

dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran 

terendah.
(11) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat peijanjian antara Kasi/Kaur 

sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf 5 

Tenaga Keija

Pasal 23

Dalam hal pekeijaan yang membutuhkan tenaga keija sederhana, penyedia
yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dan Pasal 22 hams memberdayakan masyarakat setempat.

Paragraf6 

Pengendalian

Pasal 24

(1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekeijaan yang 

tercantum dalam bukti transaksi.
(2) Dalam hal teijadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan 

bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk 

melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekeijaan.
(3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka 

Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana 

tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 25

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

Bagian Keempat.....
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Bagian Keempat 
Bukti Transaksi

Pasal 26

(1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
a. bukti pembelian; dan
b. surat peijanjian.

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruf a dapat 

berupa setruk, nota dan kuitansi.

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

digunakan untuk Pengadaan dengan metode pembelian langsung atau 

permintaan penawaran.

Bagian Kelima 
Peru bah an Surat Peijanjian

Pasal 27

(1) Perubahan Surat Peijanjian dilakukan dalam hal:
a. teijadi keadaan kahar; atau
b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan 

dengan gambar dan/atau spesiflkasi teknis/KAK.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesiflkasi teknis/KAK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama 

Penyedia melakukan perubahan surat peijanjian yang meliputi 
perubahan;
a. spesiflkasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
b. volume; dan/atau
c. jadwal pelaksanaan.

(3) Dalam hal perubahan surat peijanjian memerlukan perubahan 

anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat peijanjian 

setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
(4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 

pengelolaan keuangan Desa.

(5) Perubahan Surat Peijanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam.
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Bagian Keenam 

Pengumuman

Pasal 28

(1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di 
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang- 

kurangnya pada papan pengumuman Desa.
(2) Pengumuman kepada masyarakat, haail Pengadaan melalui Penyedia 

dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi;
a. nama kegiatan;
b. nama penyedia;
c. nilai Pengadaan;
d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
e. lokasi; dan
f. waktu penyelesaian pekeijaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB VII
PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 29

(1) Pembayaran prestasi keija meliputi:
a. pembayaran Swakelola; dan
b. pembayaran Penyedia.

(2) Pembayaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

merupakan pembayaran atas prestasi dapat dilakukan secara mingguan 

dengan sistem non tunai oleh Kaur keuangan sebagai bendahara Desa 

atas permintaan pembayaran dari Kasi/Kaur setelah terverifikasi 
sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan 

Desa dan persetujuan Kepala Desa selaku PKPKD.
(3) Pembayaran Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan pembayaran atas prestasi pekeijaan diberikan kepada 

Penyedia Barang/Jasa setelah pekeijaan selesai sesuai ketentuan 

peijai\jian.
(4) Pembayaran atas prestasi pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, diberikan setelah Kasi/Kaur melakukan pemeriksaan 

terhadap realisasi pekeijaan TPK yang dituangkan dal am laporan 

pemeriksaan progress pekeijaan barang/jasa mingguan.

(5) Pembayaran —
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(5) Pembayaran atas prestasi pekeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah Kasi/Kaur 

melakukan pemeriksaan pekeijaan yang dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan barang/jasa dan berita acara serah terima barang/jasa.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR 

Pasal 30

(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang teijadl di luar 

kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, 
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Peijanjian menjadi 
tidak dapat dipenuhi.

(2) Keadaan kahar dalam Surat Peijanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana sosial; dan/atau
c. kebakaran.

(3) Dalam hal teijadi keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa 

memberitahukan tentang teijadinya keadaan kahar kepada TPK secara 

tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak 

teijadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pemyataan 

kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan yang disebabkan oleh perbuatan 

atau kelalaian pihak Penyedia Barang/Jasa tidak termasuk kategori 
keadaan kahar.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekeijaan yang diakibatkan teijadinya 

keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
(6) Setelah teijadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan 

kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan 

Surat Peijanjian Keija.

BAB IX
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN 

Pasal 31

(1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat 

Peijanjian Keija apabila:

a. waktu.
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(2)

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekeijaan aid bat kesalahan 

Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14 (empat belas) hari 
kalender; dan

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan 

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka 

waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.

Apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan korupsi kolusi 
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan 

yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

BAB X 

SANKSI

Pasal 32

(1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksl Jika terbukti melakukan
dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhl Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang 

berwenang dalam bentuk dan cara apapun, balk langsung maupun 

tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan 

dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen 

peijanjian keija, dan/atau ketentuan peraturan perundang- 

undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain 

untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan 

Pengadaan, sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil 
dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan 

orang lain;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan 

lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan;
d. mengundurkan din dari pelaksanaan peijanjian keija dengan alasan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat 

diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau
e. tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai dengan Surat Peijanjian 

Keija.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi

berupa:
a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
b. gugatan secara perdata; dan/atau
c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) apabila.
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(4) Apabiia ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang 

disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan 

sebagai calon pemenang.

(5) Apabiia teijadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses 

Pengadaan, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:
a. sanksi administratif;
b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
c. sanksi pidana.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

berupa teguran/peringatan tertulis dan apabiia teijadi pelanggaran 

dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh 

Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka 

dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.

(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

Pasal 33

(1) Dalam hal teijadi perseliaihan antara para pihak dalam Pengadaan, para 

pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui 
musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan 

melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat 

dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan 

atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.

BAB XII
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA 

Pasal 34

(1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

b. pelaksanaan.
jr
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b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus 
perseratus).

(2) Laporan sebagaimana dimakaud pada ayat (1) disertai dengan dokumen 
pendukungnya.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
Kasi/Kaur menehma basil kegiatan Pengadaan:
a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani berita acara 

serah terima; atau
b. melalui Penyedia dengan menandatangani p>enyerahan.

(4) Kasi/Kaur menyerahkan basil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang 
tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

(5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang 
telab dilaksanakan.

(6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) barus diaimpan dan dapat diakses oleb pibak yang memiliki 
kewenangan untuk melakukan pengawasan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleb perangkat daerab yang 
membidangi urusan Pemerintaban dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), perangkat daerab yang membidangi urusan Pemerintaban 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Keija Pengadaan 
Barang/Jasa.

(3) Apabila diperlukan perangkat daerab yang membidangi urusan 
Pemerintaban dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi 
kepada LKPP.

Pasal 36

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleb Bupati sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleb Bupati melalui APIP.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengadaan sebagaimana diatur dalam 
Pengadaan tan ah untuk keperluan Desa.

Peraturan ini tidak termasuk

BAB XV
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Peru bah an Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa {Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali.

Ditetapkan di Boyolaji 
pada tanggal Ze>^c
BUPATI BOYOLALI^

SEND SAMODRO

Diundangkan di Boyo^ 
pada tanggal ^ 'LO'LO

SEKRCT^S DAERAH 
b^BUPATENsBOYOLAU,

•SRURI

I^Telah diteliti 
Bagian Hukum 

Setda
Paraf I

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLAU 
NOMOR TAHUN 2020 
TENTANO
TATA CARA PENGAOAAN 
BARANO/JASA DI DESA

DAFTAR FORMAT PBNOADAAN BARANO/JASA DI DESA

NO COWTOH FORMAT v • V'
• ’ •. • 'TrH.'.i rn-«4W- - * -n**.-.— ^ V

JBNia

A 5WAKELOLA
1 Surat Keputuau Kepala Desa ten tang 

Rembentukan Tim Pelakaana Kegiatan dan 
Lampiran

Fonn_reJD.A

2 fam RenrariA Anranmn Hao Biava Form PBiID.B
3 Merita Acara Perubahan Rencana Anemran Riava Form PBJD.C
4 Surat Perjaniian Bahan/Material Form PBJD.D
5 Surat Perianiian Keriaaama Alat Form PBJD.E
6 Surat Perianiian Tenaaa Keria Form PBJD.F
7 Surat Peijaryian Swakelola Swadaya Bahan/

Material
Form_PBJD.G

8 Surat Peijanjian Swakelola Swadaya Tenaga Keija 
Gotone Rovona)

Pomr^PBJD.H

9 Surat Pemvataan Kebenaran Uaaha Form.PBJD.I
10 Laporan Pelaksanaan Peketjaan Konatrukai oleh 

TPK
Porm^PBJD.J

n Berlta Acara PemerikBaan dan Serah Terima Haaij 
Pekeriaan Konatruksi darl TPK kenada Kaur/Kaal.

Form..PBJD.K

12 Berita Acara Serah Terizna Hasil Pelakaanaan 
Pekeijaan Konatruksi daii Kaur/kaai kepada Kepale

Form_PBJD.L

B PERMINTAAN PENAWARAN
1 Surat Permintaan Penawaran Form PBJD.M
2 Ceraneka Acuan Keria Form reJD.N
3 ?tnriAn Barana/iasa Form PBJD.O
4 Soesifikaai Teknis dan Gam bar Form PBJD.P
5 Surat Pemvataan Kebenaran Uaaha Form P6JD.0
6 Surat Penawaran Penvedia Form PBJD.R
7 Berita Acara Evaluasi dan Neeoaiaai Penawaran Form PBJD.8
8 ISurat Perintah Keria Form reJD.T

•
C LELANO
1 :>enaumuman Lelana Form PBJD.U
2 Berita Acara Evaluasi Penawaran Form PBJD.V
3 [IndAnmn KlArifikasidan Neaoeiasi Form PBJD.W
4 Berita Acara Negosiasi Penawaran Form PBJD.X
5 Berita Acara Penetaoan Pemenana Form PBJD.Y
6 Surat Penyerahan Hatil lelang Penyedls 

Barang/Jasa Kepada Kaur/Kaai
Form«PBJD.Z

7 Surat Perianiian Form PBJD.AA



NO CONTOH FORMAT JENIS FORMAT

8 Surat Penyerahan Hasil Pekefjaan dari Penyedia 
Kepada Kaur/Kasi

Form_PSJD,BB

9 Qerita Acara Prmeriksaan dan Penerimaan HasU 
Pekeijaan dari Penyedia Kepada Kaur/Kasi

Form,PBJD.CC

10 Laporan Pelaksanaan Pekcrjaan dari Kaur/Kasi 
Kepada Kepala Desa

Form.PBJD.DD



A. SWAKELOLA
1. Keputusai) Kepala Desa ten tang Pembentukan 

Tim Pelaksana Kegiatan Form PBJD.A

KOP PEMEKINTAH DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA 

NOMOR.........TAHUN .

TENTANO

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA....... KECAMATAN.........KABUPATEN BOYOLAU

TAHUN ANGOARAN 20.......

KEPALA DESA

Menimbang

Menglngat

a. bahwa untuk ketertiban dan kclancaran 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun ........ khususnya Pen^daan
Barang/Jasar maka pertu menunjuk Tim Pelaksana 

Kegiatan;
b. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan adaiah tim yang 

ditetapkan olch Kepala Desa untuk melaksanakan 

pengadaan barang/jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf br perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa .........
Kecamatan ....... Kabu paten BoyolaJi Tahun
Anggaran 20.......

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Bcrita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang’Undang Nomor 8 Tahun 1983 tenlang 

P^ak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

p^ak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 19S3 Nomor 51. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3264) sebagaimana telah dlubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 lenlang Peru bah an Kctiga Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tcntang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5069);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 

Peri m bangan Kcuangan an tarn Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang 

Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

temang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemeriniahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);
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Mcnetapkan
KESATU

KEDUA

KETIOA

KEEMPAT

KELIMA

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor........Tahun........
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020
Nomor......

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa ..... .
Kccamatan ......... Kabupaten ....... yang selanjutnya
disebut TPK, dengan Susunan Keanggotaan 

sebagaimana tercanium dalam Lampiran yang 

merupakan hagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini. 
TPK bcrtugas melaksanakan rangkaian kegiatan mulai 
dan peren Canaan, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
pen^apusan. pcmindahtanganan, penatausahaan, 
penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengcndalian,
barang/jasa dl iingkungan pemerintah desa Desa .......
Kecamatan ......... Kabupaten ....... Tahun anggaran 20
> I •«

Dalam melaksanakan tugas, TPK bertanggung jawab 

kepada Kepala Desa selaku PKPKD.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pcndapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20........
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaJ ditetapkan.

Ditetapkan di.. 
pada tanggal..

Kepala Desa xxxxxxx

(tanda tanganj

LLkUJ

Jnama lengkapj



LAM PI RAN
KEPUTUSAN KEPALA DBSA 

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR SUSUNAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA....... KECAMATAN

KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN ANGGARAN 20.......

No Naim Jabatan
Kedudukan
dalam TPK

Keterangan

1. Perangkat desa, lembaga
kemasyarakaian, dan
masyarakat.

Ketua

2. Perangkat desa, lembaga 

kcmasyarakatan, dan
masyarakal.

Sekretarls

3. Perangkat desa, lembaga
kemasyarakacan, dan 

masyarakal.

Anggota

Kepala Desa xxxxxxx 

(tanda tangan]

[nama lengkapi



2. Form Rencana Anggaran dan Biaya Form.PBJD-B

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)/RAB 

PENGADAAN PEKERJAAN BARANG/ KONSTRUKSI/JASA LAJNNYA/JASA
KONSULTANSI

TPK DESA
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

No Uraian Peketjaan Unit/
satuan Volume

Harga
satuan

Rp

Jumlah
Rp

Jumlah
PPn 10%

Jumlah Biaya
Dibulatkan

terbilang | [xxx rupiah\

..... (desa),... (tangga^ ... {2m/ar4 ... {Tahun\
Kaur/Kaai

Desa...........Kccamatan..............
Kabu paten Boyolali

[tanda tanganj

[nama lengkapj



3. Bcrfta Acara Peru bah an Rencana Anggaran 

Biaya (RAB)
Perm PBJD.C

BERITA ACARA PERUBAHAN RENCANA ANQOARAN BIAYA (RAB) 
Nomor : ..............................

Pekerjaan 

Volume Kegiatan 

Lokasi 
Biaya

Pada hari ini bcrtempal di ................ .......................... pada
................................. (tanggal, bulan, tahun) lelah dilakukan musyawarah
perubahan Rencana Anggaran Biaya, dikarenakan adanya hai-hal yang 

menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan 

spesifikasi berdaaarkan pertirabangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak 

terkait antara lain:
1. KepaJa Desa

2. Wakll Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan Anggaran......................................
4. BPD
Adapun penjclasan secara spesifik berkenaan dengan hal-haJ yang diubah, 
hal-hal scbclum diubah, haJ-hal sctelah diubah dan alasan-alasan teknis 

tcijadinya perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.
Demikian berita acara ini kami buat agar pihak-pihak yang berkepentingan 

(lapat mengetahulnya.

Menyeti\{ui 
Kepala Desa.......

Pelaksana Kegiatan Anggaran 

Kaur/Kasi

aj-MiMTtTTtMirf !•••)



3.1 Lampiran Bcrita Acara Perubahan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB)

PERUBAHAN RENCANA ANGGARA BIAYA

Nama Kcgiatan 

Lokasi Kegiatan 

Pagu Biaya

No Hal yang
diubah

Keadaan
sebelum

perubahan

Keadaan
setelah

perubahan

Sebab
Perubahan

Akibat Perubahan

1 Panjang mas 

jalan
100 m ISO m Adanya

pen unman
biaya
material

• Panjang ruas jalan
bertambah;

• Biaya perbaikan dari Rp 

100.000.000,00 mcnjadi 
Rp 150.000.000,00

Keterangan : Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan.

Menyetujui; 
Kepaia Dcsa........

Dibuat Oleh;
Pelaksana Kegiatan Anggaran 

Kaur/Kaai............

................ . iitnurj

10



4. Surat Peijanjian Behan/MateriaJ Korm^PBJD.D

SURAT PERJANJ^AN KERJASAMA BAHAN / MATERIAL
Nomor:.........................................

Pada hari ini................ Tanggal.............Bulan.................Tahun Dua............
benempat di ................................................. kami yang bcrtandatangan
dibawah ini:
L Nama :........................ ......... ......... ........................................................

Jabatan : Pelaksana Kcgiatan Anggarao Desa..........Kecamatan...........
Kabu paten..................

Alamet :...................................................
Sdanjunya disebut PiHAK PBRTAMA 

11. Nama
Perorangan / Toko / UD / Basecamp / quartJabatan 

NIK 

Aiaxnat
Selanjunya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA uniuk sclanjutnya, disebut PARA PIHAK. 
Bahwa PARA PIHAK eelah sepakat dan setuju untuk mengadakan peijanjian, 
dengan ketentuan sebagai bertkut:

Pasal 1
RUANO LINGKUP PEKERJAAN

Ruang llngkup pekeijaan dal am peijanjian ini adalah penyediaan
bahan/material pada pekeijaan .........................................................................

Pasal 2
NILAl PEKERJAAN

Nilai pekeijaan yang disepakati umuk penyelesaian pekeijaan dal am 

peijanjian ini adalah sebesar volume dan nilai pada basil penawaran dan 

negosiasi sebagai bertkut:
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Jeni9
Barang/

Jasa
Volume

r.' /'»

*' i-J 
•S

*
Seihitt

Pomwaran

Harga 
Satuan fRp) Jumlah (1^) Harga 

Satuan (Rp)

N^oaiati

Jumlah
(Rp)

Semen
Pasir

10
10

sak
m3

45.000**
250.000**

450.000**) 43.000**! 430.000**
2.500.000**)

245.000

TT JA.U4--1 fr Si<(

2.450.0001
*

T^bllang Dua Juta Dclapan Ratus Pelawu Putah Rupiah **\

Nb: Harga Sudah Termasuk Pajak

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA bcrhak menerima bahan/material sesual kebutuhan 

pckerjaan yang telah discpakati.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban mcmbayar biaya bahan/material 

pekeijaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
3. PIHAK KEDUA bcrhak atas pembayaran untuk bahan/material pekcfjaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
4. PIHAK KEDUA bcrkewajlban menyerahkan bahan/material scsual 

kesepakatan.

Pasal 4
JANOKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekeijaan adalah ..... (.............
hari keija mulai tanggal ..................... 20... sampai dengan tanggal
............. 20......

Pasal S
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force mqjeure adaJah suatu keadaan yang 

teijadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tldak dapat diperhitungkan 

sebelumnya.
2. Apabila tcrjadi keadaan force mqjeure sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) maka PARA PIHAK lerbebas dari kew^jiban yang harus 

dilaksanakan
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Pasal 6 

SANKSl

Apabila penyelcaaian pekerjaan melebihi batas waktu yang dlsepakati 

maka PIliAK KEDUA dikcnakan sonksi berupa:
1. sanksi administratif. berupa pcringatan/teguran tertulis;
2. membayar denda scbesar........% dan nilai pekeijaan dengan nominaJ

scbesar Rp......................... (............................................... Rupiah).
3. gugatan secaia perd ata» dan / atau
4. pclaporan sccara pidana kepada pihak yang bcrwenang.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Petjanjian Ini dibuat ran^cap 2 (dua) dengan bennetcral cukup dan 

mcmpunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan 

sesuai peraturan perundang-undangan.
................*1............................20...

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA***
PERORANGAN/PEMILIK/ KAUR/KASI............

DIKEKTUR DESA...............................

ij^.................................. ...

: Diisi Nama Desa
**) : BisQ diisi dengan (uHsan tangan
***) : Diisi setelah dibandingkan dengan harga penyedia tainjika di desa
lebih dari 1 penyedia.
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5. Surat Peganjian Keijasama Alai Form.PBJD.K

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ALAT
Nomor:.........................................

Pada hari ini................  Tanggal ............ Bulan ............... Tahun Dua Ribu
.......................................... bertcmpai dl .................. ..................... kami yang
bcrtandatangan dibawah ini:

L Nama :.....................................................................................................
Jabatan : Pelakaana Kegiatan Anggaran Desa........Kecamatan.............

Kabu paten..................
Alamai ; Jalan................................... Nomor...............
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA 

n Nama
Jabatan : Pemilik Alat 
NIK 

Alamat

Selanjunya disebut PIHAKKEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA 

PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, 
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINOKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekeijaan daJam peijanjian ini adalah persewaan aJal pada 

pekcrjaan..............................................................................................................

Pasal 2
mM PEKERJAAN

Nllai pekeijaan yang dlacpakatl untuk penyewaan alat dalam penyelesalan 

pekeijaan dalam peijanjian ini adalah sebagai berikut:
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Rindan
Peraiatan

Waktu
No Volume Saftian Sewa

(hari)
1 Backhoe

PC 200
1 Unit 10

2 Bulldoxer L
35 P

1 Unit 10

iWawsran
Har^
Satuan

Haru
Satuan

4.000.00C 40.000.000 3.800
•*

4.000.

lumlah {]

000] 38-000 I
«aii

000 40.000.000 3.800,000
••

38.000.<

ESD5ESS
Nb: Harga Sudah Tennasuk Pajak

PasaJ 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PTHAK PERTAMA berhak menggunakan alat berat sesuai kebutuhan 

pekerjaan yang telah disepakati.
2. PI HAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya sewa alat beret 

sebagaimana dimsdcaud dalam Pasal 2.
3. PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk biaya aewa alat berat 

sebagaimana dimakaud dalam Pasal 2.
4. PTHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan alat berat sesuai kesepakatan

Pasal 4
JANQKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jan^ca waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah .... (................... )
hari keija mulai tan^al .................... 20.... sampai dengan tanggal ....
............. 20.........

Pasal 5
FORCE MAJBURB

1. Yang dimaksud dengan force m^jeure adalah auatu keadaan yang 

teijadi di luar kcmampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan 

sebeluxnnye.
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2. Apabila teijadi keadaan force majeure seb^aimana dimaksud pada 

ayat (1| maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus 

dilaksanakan
f^sal 6 

SANKSI

Apabila penyelesaian pekeijaan mcleblhi batas waktu yang disepakati 

maka PIHAK KEDUA dikcnakdn sanksi berupa;
1. sanksi admin 1st ratify bcrupa peringatan/ t«gu ran tertulis;
2. membayar den da sebesar........% dari nilai pekeijaan dengan nominal

sebesarRp......................... (............................................... Rupiah);
3. gugatan secara perdata; dan/atau
4. pclaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

PasaJ 7
KETENTUAN PBNUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan 

mempunyaj kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan 

sesual peraturan perundang-undangan.

.........•)............................20...

PTHAK PERTAMA***
KAUR/KASI.............

DESA...............................

....... ................

PIHAK KEDUA 

PERORANOAN/PEMILIK/ 
DIREKTUR

..................»»»».»«.

: [Hist l^ama Desa
*•) : Bisa diisi dengan tuUsan tangan
M) : Diisi setelah dibandingkan dengan harga penyedia lainjika di desa 

lebih dari
I penyedia, jika di desa tidak ada penyedia yang mampu maka dapat diisi 

setelah dibandingkan dengan dari minima! 2 penyedia dxtempat lain.
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6. Surat Perjanjian Kcrjasama Tenaga Kcija Form PBJD.F

SURAT PERJANJIAN tCERJASAMA TENAQA KERJA 

Nomor:.........................................

Pada haii ini ................ Tai^ggal .............  Buian ...............  Tahun Dua Ribu
........................................... bertempat di .......................................  kami yang
bcrtandatangan dibawah ini:
L Nama :................................................. ...............................................

Jabatan : Pclaksana Kcgiatan Anggaran Deaa........Kecamatan........
Kabu paten..................

Alamat : Jalan................................... Nomor...............
Scianjunyadisebul PIHAK PERTAMA 

II. Nama
Penanggung jawab Tenaga KeijaJabatan

NIK
Alamat

Selanjunya diaebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA 

PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjaj\jian> 
dengan ketentuan sebagai berlkut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam peijanjian ini adalah
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PasaJ 2
Nll-Al PEKERJAAN

pekeijaan
KBcnn^

Teosga
Ketja

Keteran^ui
Volu
me Satuan

niimwiMirF^ itsggmm *
Karga
Satuaa

Karga (Rp) Harga
Satuan

rtarga (Rp)

1 ^diman Penanggung
Jawab

30 OH ISO.OOO 4.500.000 140.00C 4.200.000

2 ^arto rukang 30 OH 100.000 3.000.000 90.000 2.700.00C
3 ^pri Tenaga 30 OH 75.000 2.250.00(1 70.000 2.100.00C

msmmm

PasaJ 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PiHAK PERTAMA berhak meneriroa hasll pekeijaan tepat pada waktunya.
2. RHAK PERTAMA bcrkcwajiban merabayar bi^a penyelcsalan pekeijaan 

sebagaimana dimaksud datam PasaJ 2.
3. PIHAK KBDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekeijaan 

sebagaimana dimaksud dal am PasaJ 2.
4. RHAK KEDUA bcrkewajiban menyelcsaikan pekeijaan tepat pada 

waktunya.
Pasal 4

JANOKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelcsaikan pekeijaan adaiah .... (................... )
hftri keija mulai ..................... 20... saxnpai dengan tanggal >.«.
............. 20...........

Pasal S
FORCE MAJBURB

I, Yang dimaksud dengan force mqjeure adaiah suatu keadaan yang 

teijadi di luar kemampuan PARA RHAK yang tidak dapat dlperhltungkan 

eebelumnya.
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2. Apabila tcrjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada 

ay at (1) maka PARA PIHAK lerbebas dari kewajiban yang harus 

dilaksanakan
PasaJ 6 

SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati 

maka PIHAK KEDUA dikenakan sank si berupa:
1. sanksi ad mini stratify berupa pc ringatan/tegu ran tertulis;
2. membayar denda sebesar ........% dari nilai pekerjaan dengan nominal

sebesar Rp......................... {............................................... Rupiah).
3. gugatan secara perdatai dan/atau
4. pc la po ran secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Peijanjlan ini dibuat rangkap 2 (dual den^ bermctcrai cukup dan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan 

sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA
PENANGOUNCJAWAB TENAOA 

KERJA

.........*)............................20...

PIHAK PERTAMA
KAUR/KASI...........

DESA...............................

Dtisi Nama Desa 

Bisa diisi dengan tuHsan tangan
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7. Surat Peijanjian Swakelola Swadaya 

Bah an / MateriaJ
Fornx-PBJD.G

SURAT PERJANJiAN SWADAYA BAH AN/MATERIAL
Nomor:.........................................

Pada hari ini ................ Tanggal .............  Bulan................Tahun Dua Ribu
........................................... bertempat di .......................................  kami yang
bertandatangan dibawah ini:
I. Nama ................................................................... ................................

Jabatan : Peiaksana Kegiatan Anggaran Desa.........Kecamatan..........
Kabupaten..................

Alamat : Jalan................................... Nomor...............
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama :....................................................... ..........................................

Jabatan : RT/RW
NIK ....................................................................................................
Alamat ....................................................................................................

Sclanjunya disebut PIHAK KBDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA 

PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjlan, 
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINOKUPPEKERJAAN

Ruang Ungkup pckeijaan daiaro peijanjian ini adaiah swadaya bahan/material 

pada pekcijaan ....................................................................................................

Pasal 2
NlLAl PEKERJAAN

Nilai swadaya bahan/material yang digunakan untuk pcnyelcsaian pekeijaan 

dalam peijanjian ini adaiah sebagai berikut:
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Jon#

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan mendapatkan bahan/material 

aesuai kebutuhan pekeijaan yang telah disepakati eecara swadaya.
2. RHAK PERTAMA berkewajiban menggunakan bahan/material

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
3. RHAK KBDUA berhak ataa pemakaJan bahan/material sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2.
4. PIHAK KEDUA beikcw^iban menyerahkan bahan/material hasil swadaya 

sesuai kesepakatan.

Pasal 4
fO/?CE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan /orce majeure adalah suatu keadaan yang 

tcijadi di luar kemampuan PARA RHAK yang tidak dapat dipcrhitungkan 

sebelumnya.
2. Apabila teijadi keadaan force mq/eure sebagaimana dimaksud pada 

^al (1) maka PARA RHAK tcrbebas dari kewajiban yang hams 

dilaksanakan.

Pasal 5
SANKSl

Apabila para pihak melanggar kewajiban yang sudah disepakati maka 

dikenakan sanksi berupa:
1. gugatan secara perdata, dan / atau
2. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
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Pa sal 6

KBTENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bcrmaierai cukup dan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dlpertan^ungjawabkan 

sesuaj peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA 

KETUA RT/RW

........

.........•),...........................20.

PIHAK PERTAMA
KAUR/KASl...........

DESA.................................

•/* Diisi Nama Deaa
**): Bisa diisi dengan tuUsan tangan
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8. Surat Pcrjanjian Swakelola Swadaya Tenaga 

Keija (Goiong Royongj
Porm.PBJD.H

SURAT PERJANJIAN SWADAYA TENAGA KERJA
Nomor:.........................................

Pada hari ini................ Tanggal..............Bulan................. Tahun Dua Rlbu
........................................... bertcmpat di ...................................... . kami yang
bertandatangan dibawah ini:
1. Nama :.....................................................................................................

Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa........Kccamatan
.......Kabu paten............

Alamat : Jalan................................... Nomor...............
Sclanjunya discbut PIHAK PERTAMA 

U. Nama
Kctua RT/RWJabatan

NIK
Alamat

Selanjunyadisebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA unfuk sclanjutnya, discbut PARA 

PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK lelah sepakat dan setuju untuk mengadakan pcijanjlan, 
dcngan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANO UNGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pcl^rjaan dal am pcrjanjian ini adalah swadaya tenaga kcija 

pad a pekcijaan ....................................................................................................
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Pasal 2
HILAI PEKERJAAN

NilaJ pckerjaan yang discpakati untuk penyelesaian pekeijaan dalam 

pcrjanjian ini adalah seiama berlangaungnya pekeijaan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJfBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan tenaga keija sesuai kebutuhan 

pekeijaan yang telah discpakati.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menggunakan tenaga keija sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2.
3. PIHAK KEDUA berhak atas penyelesaian pekeijaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2.
4. PIHAK KEDUA beikew^iban melaksanakan pekeijaan sesuai dengan 

kesepakatan dengan swadaya.

Pasal 4
FORCE MAJEVRB

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang 

teijadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhltun^can 

sebelumnya.
2. Apabila teijadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dart kewejiban yang harus 

dilaksanakan.
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PasaJ 5 

SANKSI

Apabila para pihak melanggar kewajiban yang sudah disepakati maka 

dikenakan sanksi betupa:
1. gugatan secara perdataf dan/atau
2. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pa sal 6
KETENTUAN PENUTUP

Peijanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 

mempunyai kekuatan hukum yang same untuk dipertanggungjawabkan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.

PIHAK KEDUA 

KETUA RT/RW

.........*),..........................20...

PIHAK PERTAMA
KAUR/KASI............

DESA..............................

tollman

*): Diifti Nama Desa
*0): Bisa diisi dengan tuHsan iangan
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9. Surat Pcmyataan Kebenaran Usaha F^'orm.PBJD.I

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Saya yang bertandatangan dibawah ini 

Nama :

NPWP :

NIK

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-bcnar mempunyai usaha berupa 

toko/usaha dagang/CV/FT/Basecamp/ dll yang bcralamat di Jaian*.,..
Dcsa  Kecamatan............ Kabu paten............... Saya juga sanggup untuk
Tnenerima hukuman apabila dikemudian hari Surat Pcmyataan ini terbukti 

tidak benar.

Dcmikian surat pcmyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya tanpa 

adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Boyolali,

Matercd Rp 6000 + ltd

Nama
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10. Laporan Pelakaanaan Pckerjaan KonstruksI 

Oleh TPK
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nama paket pckeijaan :.......................................................
Lokasi pekcrjaan :........................................................
Waktu pclaksanaan :........................................................
a. Laporan pelaksanaan pekeijaan

Fonn_PBJD.J

No Uraian (a) Volume
Harga 
Satua 
n (Rp)
(c)

Swadaya
W

V^ume 
e: b*d

Jumiah
(Rp)
f; e X cVolume Setuan Volume Satuan

1 a. Bahan

2 b. Alai

3 c. Upah

4 d. Pelaksana 
teknis dan 
administraBi
- ATK dan 

Adnuniatraa 
i P5elaporan.

Total

b. Laporan Progres Fisik

No Uraian
(a)

Volume Rene ana
(b)

Volume Reallsasi
«i)

Volume 
Sise 

e: b*d

Panjang (m) Luas (oi2) Volume im) Luas (m2)
1 a. Bahai)

•

2 b. Alat

3 c. Dokumentasi

20...

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN 

DESA...................................

lUtf
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\i. Berita Acara Pcmeriksaan dan Serah Tcrima Hasil 
Pelaksanaan Fckerjaan Konstruksi Dari TPK Kepada 

Kaur/Kaai.

Porm.PBJD.K

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN_SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nama paket pekerjaan 

Lokasi pekerjaan 

Waktu pelaksanaan

a. Pelaksanaan pckeijaan

No Uraian (a) Volu me
ibi

Harga
Satuan
(Rp)
(c)

Swad^a
(d)

Volume 
e: b*d

Jumlah
(Rp) 
f; ex cVolume Satuan Volume Satuan

1 a. Bahan

2 b. Alat

3 c. Upah

4 d. Pclaksana 
teknis dan 
Bdmmiatrasi
• ATK dan 

Admimstras 
i Pdaporan.

Total
b. Progres Fisik

No Uraian
(a)

Volume Rcncana 
(b)

Volume Realisasi 
(d)

Volume 
Sisa 

e: b*d
Pan i ana (m) Luas (m2) Volume (m) Luas (m2)

1 a. Bahan
.

2 b. Aiat
....... 1

3 c. Dokumentasi

20...

KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN 
DESA...............................

KAUR/KASI 
DESA..................

.««»«.t.»».>«.«I LUJ
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12. Berita Acara Sc rah Terima Basil Pclaksanaan Pekerjaan 

Konstruksi Dari Kaur/Kasi Kepada Kepala Dcsa
Form PBJD.I.

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nama paket pekerjaan 

Lokasi pckeijaan 

Waktu pelaksanaan 

a. Pelaksanaan pekeijaan

No Uraian (a| Volume
(b)

Harga
Satuan
(Rp)
(c)

Swadaya
(d)

Volume 
e: b>d

Jumlah 
(Rp) 

e X cVolume Sacuan Volume Satuan
1 ft. Bah an

2 b. AJat

3 c. Upah

4 d. Pelaksana 
reknis dan 
administnia
• ATK dan 

Admlnistras 
i Pelaporan.

Total

b. Progres Fisik

No Ural an 
(a)

Volume Rcncana
(b)

Volume Realisasi
(d)

Volume
Sisa 

e: b'd
PanjanR (m) Luas (m2) Volume (m) Luas (m2)

i a. Bah an
..

2 b. Alat

,1 c. Dokumentasi
NB • nilamniri Henpan f^anoran Prlaksanaan. Berita Acara Pemeriksaan dan SC rah

Pelaksana Kegiatan.

20...

KAUR/KASI 
DESA..................
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A. PERMINTAAN PENAWARAN Korm PBJD.M

1. Surat Perminlaan Penawaran

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 

K RCA MAT AN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PELAKSANA KEGIATAN
Alamat : Jalan Pengadaan No 70, Dcsa Bojalali Tclp. (0276) 3210022

xxxxxxxx, tanggal bulan 20.
Nomor :
Lamp. : 4 (cmpat] bendel
Hal : Undangan Pengadaan

Barang/Jasa untuk
Pakct Pekeijaan
..............................................  Desa
............TA...........

Kepada
Yth.

Dcngan Hormal,
Dcngan Ini Saudara kami undang untuk menglkuti proacs 

Pengadaan Darang/Jasa pakct Pckerjaan Barang/Pekeijaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan

Nama paket peketjaan 

Lingkup pekcjjaan 

Nilai total HPS Rp...........................
(........................................

APBDES........ TA

(aiamat lengkap Jelas]

Sumber pendanaan 

2. Pelaksanaan Pengadaan 

Tempat dan alamat
Telepon/Fax :................................

Saudara diminta untuk memasukan penawaran 

administrasi* teknia dan harga, secara langsung sesuai dengan 

jadwal pelaksanaan scbagal berikut:
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No Kegiatan Hari/Tangga
1

Waktu

1, Pemasukan Dokumen
Penawaran

........ a.d.
...........

... s.d....

2. Pembukaan Dokumen
Penawaran, Bvaluasi,
IGarifikasi Teknis dan
Negosiasi Harga

3. Tand Siangan Kontrak ...........

Bersama ini kami lampirkan :
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Spesifikasi Teknis dan Gam bar,
3. Daftar Kuantitas dan Haj^;
4. Formulir Surat Pemyataan Kebenaran Usaha.

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjeU^an 

lebih lanjut, dapat menghubungi kami aesuai alamat tersebut di 

alas sampai dengan bataa akhir pemasukan Dokumen 

Penawaran.
Demiklan disampaikan untuk diketahui.

Tim Pelakaana Kegiatan
Desa.... . Kecamatan......

Kabu paten Boyolali 
Ketua,

ftanda tangan)
............... .

Inama lengkapj
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3. Rincian barang/jasa Form.PBJD.O

Paket pekecjaan 

Oesa
Tahun Anggaran

DAFTAR KUANTITAS DAN HAROA

No Jems Barang Sotuan
Ukuran

Kuantttas Harga
Satuan

Total
Harga

1
2
3

dst

PPN 10%
Jumlah

Pembulatan

Terbilang [xxx XXX XXX XXX XXX ru/ROA)

T(m Pelaksana Keglatem
Desa..........Kecamatan...... .

Kabupaten Boyolali 
Ketua,

33
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4. Spesifikasi leknis dan gam bar Porm^PBJD.P

Paket pekeijaan 

Desa
Tahun Anggarac

SPESIPIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Ketcrangan

Uraaan dalam SpesiHkasi Teknia dan Gam bar akan disediakan oleh
Tim Pclaksana Kegiatan.

(uniufc pekerjaan konstruksi meridapatkan legalisasi dan instansi
yang berwenan^

Tim Pelaksana Kegiatan
Desa..........Kecamatan.......

Kabupaten Boyolali 
Ketua>

lianda tangar^
........

[nama lengkapi
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5. Surat Pemyataan Kebenaran Usaha Porm..PBJD.Q

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN USAHA

Sayayang bertandatangan dibawah Ini 

Nama 

NPWP 

NIK 

Aiamat

Dcngan ini mcnyatakan bahwa saya benar - benar merapunyai usaha berupa
toko/usaha dagang/CV/PT/Base camp/ dll yang beraJamat di Jalan.....
Desa  Kecamatan............ Kabupaten............... Saya juga sanggup untuk
mcnerima hukuman apabila dikcmudian hari Surat Pemyataan ini terbukd 

tidak benar.

Demikian sural pemyataan ini saya buat dengan scbenar - benamya tanpa 

adanya tckanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Boyolaii, ..................

Dircktur / Perorangan 

Matemi /?p 6000 4* ttd

Nama Lengkao
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6. Surat Penawaran Penyedia Korm PbiJD.R

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

xxxxxxxxxxxxx, tanggal bulan 20.
Nomor :
Lamp. :
Hal ! Penawaran Pekeijaan

Kepada
Yth. Tim Pelaksana Kegiatan

Dcaa........... Kec...................
dl-

f.............. ..............

Dcngan honnat»

Sehubungan dengan undangan Pcngadaan B/J Desa
nomor : ..................... tanggal ..................... dan setclah kami
pelajaii dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami
mengajukan penawaran untuk pekerjaan .....................sebesar
Rp..................... (.......................)•

Penawaran ini sudah memperhalikan ketentuan dan 

pereyaratan yang tcrcanium dal am Dokumen Pengadaan B/J 

Desa untuk melaksanakan pekeflaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan peketjaan tersebut dengan
jangka waktu pelaksanann pekeijaan selama .....................
(..................... \ ban kalendcr.

Penawaran ini berlaku selama .... (..................... ) harl
kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan 

sebanyak 2(dua) rangkap, I (satu) dokumen asU dan 1 (satul 
satin an.
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Dengan disampaikannya Sural Penawaran ini, maka kami 
menyatakon sanggup dan akan tunduk pada semua keientuan 

yang tcrcantum dal am Dokumen Pengadaan.

Scsuai dengan persyaratan yang diminta bersama ini kami 
sampaikan :
1. Speslflkaai tcknis
2. daftar rincian penawaran harga;
3. Surat Pemyataan Kebenaran Usaha;

Demikian surat penawaran harga kami buat untuk 

menjadikan periksa.

PT/CV/Firma/Koperasi / Perscorangan

IpUih yang sesuai dan cantumkan namal

Jabatan

6.a. Spesinkasl Teknis Dan Gambar

SPESIFIKASl TEKNIS DAN GAMBAR
Keterangan

Uraian dal am Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh
Tim Peiaksana Keglatan.

{untuk peketyaan konstruksi mendapalkan legalisasi dan instansi
yang berwenan^

PT/CV/Plrma/Koperasi / Perscorangan

IpiHh yang sesuai dan cantumkan namaj

II tt f tT f rr ‘ Ti 11 “ *..................*

Jabatan
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Lampiran Surat Penawaran Penyedia 

6.b. Daltar Rincian Penawararj Harga

KOP PENYEDIA BARANO/JASA

Paket pekerjaan : 
Desa :
Tahun Anggaran

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN 

HARGA BARANO/JASA SUDAN TERMASUK PAJAK-PAJAK 

KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAl

No Jenis Barang Satuan
Ukuran

Kuantitas Harga
Satuan

Total
Harga

\

2
3
...

dst

PPN 10%
Jumlah

Pembulatan

TerbUang XXX XXX XXX XXX XXX rupiahi

PT/CV/Firma/Kopcrasi / Perseorangan 

[pilih yang sesuai dan cantumkan namaj

Jabatan
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7. Dcriia Acara Evaluasi dan Negosiasi Pcnawaran Form. PBJD.S

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 

KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PELAKSANA KEGIATAN
Alamat: Jalan Pengadaan no 70t Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
PENGADAAN.............

DESA............ KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN.......

NOMOR :.................................. {Agenda TPKi

Pada hari Ini ............. tanggai ............ bulan ........... tahun
.............  Telah dilakukan Ev^uasi dan Negosiasi Harga lerhadap
Paket Pekenaan: .................. Tahun Anggaran ................. Dengan
hasil sebagai bcHkut:

NO
CALON

PENYEDIA/
ALAMAT

KET
Tanda
Tangan
Calon

PenyediaPcnawaran
Teknis

Harga
Pcnawaran

(Rpl

Harga
Negosiasi

(Rpl
1,
2.

•rincian harga negosiasi terlampir
Demlkian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipcrgunakan 

sebagai man a mcstinya.
TPK Pengadaan B/J

No Nama Jabatan Panitia Tanda Tangan

1. X....................

2. 2..............

3. 3...................
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8, Surat Peijanjian Form.PBJD.T

PEMBRINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 

KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

PELAKSANA KEGIATAN ANOGARAN 

Alamat: Jalan Pengadaan no 701 Desa Bojalali Telp. (0276) 3210022

SURAT PERJANJIAN (SP)

HaJaman.......dari

PAKET PEKERJAAN :

PEMERINTAH DESA :
NOMOR DAN TANGOAL SP

NOMOR DAN TANGOAL SURAT
UNDANGAN PENGADAAN B/J Desa :
NOMOR DAN TANGOAL BERITA ACARA 

EVALUASI DAN NEG08IAS1 :

SP ini mulai bcriaku cfcktif terhilung scjak 

langgal diierbitkannya SP dan penyclcsalan 

keseluruhan pekerjaan sebagalmana diatur 

daiam SP ini.
SUMBER DANA: Isebagai contoK cantumkan 9dibebankan atas APBDES 

_________ Tahun Anggaran____untuk maia anggaran kegiatan

WAKTU PE1j\KSANAAN PEKERJAAN: 
bad kaiender/bu Ian/tahun

NlLAl PEKERJAAN

No Uraian Pekeijaan

Jumlah
PPN 10%
Niiai

Kuantita
s

Sat u an 

Ukuran

Harga
satuan
(Rp.)

Total (Rp.)

TERBILANQ

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dllakukan 

setelah pcnyelesaian pekerjaan yang dipedntahkan daiam SP ini dan

40



dibuklikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan Udak 

dapat diselesalkan dalam jangka waktu pclaksanaan pekeijaan karena 

kesalahan atau kelaiaian Penycdia maka E’enyedia berkcw^iban untuk 

membayar dcnda kepada Kaur/kasi sebesar I/IOOO (aacu per seribu) 

dari nilai S? atau nilai bagian SP untuk setiap hah kccerlambatan 

{tentukan dasar pengeruian denda : total atau bagian SPj.
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penycdta

Pelaksana Kcglatan Anggaran ftanda tangan dan cap (jika salinan
Kasi/Kaur asli ini untuk proyek/satuan kerja 

Pejabat Pembuat Momitmen maka
ftanda tangan dan cap (jika rekatkan

saHnan asli ini untuk Penyedia 

maka rekatkan materai Rp 

6.000,-fl

materai Rp 6.000,' )J

fnnma lAnnkaof lnanuil(;nakaol

[jabatanj fjabatanj
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SYARAT UMUM 

SURAT PERJANJIAN

1. LINOKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkew^iban untuk menyelesaikan
pckerjaan daiam jarigka waktu yang dUentukan, sesuai dengan
volume, spesifikasi teknis dan hargayemg tercantum dalam SP.

2< HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan. interpretasi, dan pdaksanaan SP ini didasarkan
kepada hukum Repubbk Indonesia.

3. HARGA SP

a. PKA mem bay ar kepada penyedia alas pelaksanaan pekerjaan 

dalam SP sebesar harga SP.
b. Harga SP tclah memperhitungkan keuntungan» beban pajak dan 

biaya overhead serta biaya asuransi (apabiladipcrsyaralkan).
c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam 

daftar kuantUas don harga
4. HAK KEPEMILIKAN

a. PKA berhak alas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait 

langsung aiau disediakan schubungan dengan Jasa yang 

dlberikan oleh penyedia kepada PKA. Jika dimlnia olch PKA 

maka penyedia bcrkewfyiban untuk mcmbaniu secara optimal 
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PKA sesuai dengan 

hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralaian dan barang/bahan yang 

disediakan oich PKA telap pada PKA, dan semua peralatan 

tersebut harus dtkembalikan kepada PKA pada saat SP berakhir 

atau jika tidak dipcrlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan 

tersebut hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat 

dlberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat 
pemakaian yang waj'ar.
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5. CACATMUTU

PKA akan mcmeriksa setiap haatl pekeijaan penyedla dan 

TDcmbentahukan secara tcmUis penyedia atas setiap cacat muiu 

yang ditcmukan. PKA dapat mcmerintahkan penyedia untuk 

mcnemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta mengujl 
pekcj^aan yang dianggap oleh PKA mengandung cacat mutu. 
Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) 

bulan setelah serah terima basil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia bcrkewajiban untuk mem bay ar semua pajak, bca, 
rethbusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan olch 

hukum yang bcriaku atas pelaksanaan SP, Semua pengeluaran 

pcrp^akan ini dianggap telah lermasuk dalam harga SP.

7. PENOAUHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mcngaJihkan dan/atau 

mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekeijaan, kecuali 
kcpada penyedia spesialls untuk bagian pekerjaan tertentu. 
Pengaliban seluruh pekerjaan hanya dipcrbolehkan dalam haJ 

pcrganiian nama penyedia, baik sebagai aJdbat pelcburan [merget\ 
atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SP Ini bcriaku cfekiif pada tanggaJ penandatanganan olch para 

pihak atau pada tan^^al yang ditetapkan dalam SP.
b. Waktu pelaksanaan SP adalah sejak tanggal mulai keija yang 

tcrcantum dalam SP.
c. Penyedia hams mcnyelcsalkan pekeijaan sesuai jadwaJ yang 

ditentukan.
d. Apabila penyedia berpcndapal tldak dapat mcnyelesaikan 

pekerjaan sesuai jadwaJ karena keadaan diiuar pengendaliannya 

dan penyedia lelah melaporkan kejadian tersebut kepada PKA, 
maka PKA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan 

tugas penyedia dengan adendum SP.

43 %



9. ASURANSl
a. Apabila dipersyaratkan, penycdia w^ib menyedlakan asuransi 

sejak SPt sampai dengan tanggal selesalnya p^meliharaan 

untuk:
1) scmua barang dan peraJatan yang mcmpunyaJ risiko tlnggi 

teijadinya kccdakaan» pelaksanaan pckeijaan, serta pcketja 

untuk pelaksanaan pekeijaan^ alas scgala Hsiko lerhadap 

kecelakaanr kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang 

tidak dapat diduga;
2) pihak ketiga sebagai akibal kecelakaan d( tempat kerjanya; 

dan
b. Bcsamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan 

termasuk dalam harga SP.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Pcnyedia berkewajiban untuk melindungi» membebaskan, dan 

mcnanggung tan pa baiaa PKA beserta instansinya tcrhadap 

scmua bentuk tuntutan. tanggung jawab, kewajtban, kehilangan. 
kenigian. dcnda, gugatan aiau tuntutan hukum, proses 

pcmeriksaan hukum, dan biaya yang dikcnakan lerhadap PKA 

beserta Instansinya (kccuail kerugian yang mendasari tuntutan 

tersebul disebabkan kesalahan atau kelalaian beral PKA 

sehubungan dengan klaim yang timbul dari haJ-hal bcrikui 

terhitung sejak TanggaJ Mulai Keija sampai dengan tanggaJ 

pc nand Siangan an berila a cars penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan pcralalan dan hart a benda 

pcnyedia dan Personil;
2) cidera tubuh, sakii atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, 

sakit atau kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggai Mulai Kcrja sampai dengan tanggal 

pcnandalanganan beriia acara penyerahan awal, semua risiko 

kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini. Bahan dan 

Perlengkapan merupakan risiko penycdia, kecuali kerugian atau 

kerusakan tersebut diakibatkan olch kesalahan atau kelalaian 

PKA.
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c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia lidak 

membatasi kcwajiban pcnanggungan dalam syarat ini.
d. Kchilangan atau kerusakan cerhadap Hasil Pckerjaan atau 

Bah an yang menyatu dengan Hasil Pekcriaan sclama TanggaJ 

MulaJ KcTja dan batas akhir Masa Pemdiharaan harus digantf 

atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika 

kchilangan a(au kerusakan terse but teijadi akibat Undakan atau 

kclaJaian penyedia.

1 l.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PKA berwenang melakukan pengawasan dan pcmcriksaan 

lerhadap pelaksanaan pekrrjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 
Apabila diperlukan, PKA dapat memerintahkan kepada pihak 

ketiga untuk melakukan pengawasan dan pcmcriksaan atas semua 

pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJ1AN

Jika PKA atau Pengawas Pekeijaan memerintahkan penyedia 

untuk melakukan pengujian Cacal Mutu yang tidak icrcantum 

daiazn Spesiftkasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba 

menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewaJiban 

untuk mcnanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan 

adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai 
Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pcmcriksaan pckerjaan dilakukan selama pelaksanaan SP untuk 

menetapkan volume pekeijaan atau kegiatan yang iclah 

dilaksanakan guna pembayaran hasil pckerjaan. Hasil 
pcmcriksaan pckerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan 

hasil pekeijaan.

b. Untuk merckam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PKA dapat 

menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan membuat foio- 

foto dokumentaai pelaksanaan pekeijaan di lokasi pckerjaan.
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14.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SF diputuskan Icbih awal. penycdia berkewajiban untuk 

memulai pelaksanaan pckerjaan pada Tanggal Mulai Keija, dan 

melaksanakan pekeijaan sesuai dengan program mutu, scrta 

menyelesaikan pekerjaan sdambat-lambatnya pada Tanggal 
Pcnyelesaian yang ditetapkan dal am SPt.

b. Jika pekeijaan lidak selesai pada Tanggal Penyelcsaian bukan 

akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena 

ke sal ah an atau kclaiaian pcnyedia maka penyedla dikenakan 

denda.

c. Jika ketcrlambatan tersebut scmata-mata disebabkan oleh 

Peristiwa Kompensasi maka PKA dikenakan kew^iban 

pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugt tidak dikenakan 

jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk 

diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dolam ketentuan ini 
adalah tanggal pcnyelesaian semua pekerjaan.

15.SERAH TERtMA PEKERJAAN
a. Sctclah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penycdia 

mengajukan permintaan secara tertulls kepada PKA untuk 

penycrahan pekeijaan.
b. Daiam rangka pcnilaian hasiJ pekerjaan, PKA menugaskan 

Pejabat Pencrima Basil Pekerjaan.
c. Pejabat Penerima Basil Pekerjaan melakukan penllaian terhadap 

hasil pekerjaan yang tclah disclcsaikan oleh pcnyedia. Apabila 

terdapai kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil 
pekerjaan, penycdia wajib memperbaiki/menyclcsalkannya, atas 

perintah PKA.
d. PKA mcncrima penyerahan pertama pekerjaan sctclah scluruh 

hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SP dan 

diterima oleh Pejabat Pencrima Hasil Pekerjuan.
e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari 

harga SP dan penyedla harus menycrahkan Serlinkat Garansi 
sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SP.
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16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika 

adaj berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan 

secara wajar olrh PKA, Barang tidak mengandung cacat mutu 

yang disebabkan oleh tindakan atau kelaJaian Penyedia, atau 

cacat mutu akibai desain, bah an, dan cars kena.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku aampai dengan 12 (dua 

belas) bulan setelah serah terima Barang.

c. PKA akan menyampaikan pembcriiahuan cacat mutu kepada 

Penyedia scgcra seteiah dltemukan cacat mutu tcrsebul selama 

Masa Lay an an Pum^ual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat muiu oich PKA, Penyedia 

berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang daiam 

jangka waktu yang ditetapkan dal am pemberitahuan terse but.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau menggami Barang akibat 
cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PKA 

akan menghitung biaya perbaikan yang dipcrlukan, dan PKA 

secara langsung atau mclalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh 

PKA akan melakukan perbaikan icrsebut. Penyedia berkew^iban 

untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian terse but 
sesuai dengan klalm yang diajukan secara tertulis oleh PKA. 
Biaya tersebut dapat dlpotong oleh PKA dari nilai tagihan 

Penyedia.

f. Terlcpas dari kewajiban penggantian biaya, PKA dapat 

memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke 

dalam d after hitam.

17. PERU BAH AN SP
a- SF hanya dapat diub^ melalui adendum SP.
b. Perubahan SP bisa dilaksanakan apabila disetujul oleh para 

pihak, mcliputi:
11 perubahan pekerjaan disebabkan oleh aesuatu hai yang 

ditakukan oleh para pihak dalam SP sehingga mengubah 

lingkup pekeijaan dalam SP;

47



)8dep *v>Cd BjpdiCudd 43|0 uwinfwp SireX leesuadmojf
ireSumn^isd irep Sirefumidd hi©P uBM^^s^pj^q espr ire^uaqip 

IBdBp BXu©4 UBBp3>1wa UBlB83iaXu;>d npfBA^ UBSUBfUBdJSd^P

'|SB8U9duiO>{ BMIlSUdd
iBQPfB BieXu uBi3ru3>t uB^fpnnqiP ledep ‘v>id BpBd»>f BipdXu^d

uB^infBip SubX |SB$U9duio>f UBSunjTqjad UBp SuBfunuod 

BIBP UB^lJB«BpJ3q B>lff UBJfJBXBqip JBCiBp BXUBq jSnj PUBO'3

•UBBp35l3Cl UBFBSdiaXu^ npfBM UBSuBfUBdldd uB>pj3quiaui
nBiB/UBp |8ru iiubS jBXequjdtu >^mun UBqifBMSSiJaq v^d 

uBBp»f»d uB^aiaXuad uBiequjBjjaia^i hbib/ubp uBqBqurei 
uBJBniaSuad uB>tiBq|)fBSuauj isBsuadiuoM BMtjeusd B>nr,q

'dS urereP ufBI tremua^asi ($
•VMd UB^tqBqasip tiBp BXuuaniaqas BSnptp iBdsp >{Bpn 

8ubX muauai isipuo>i ismeSuaui ;^mun uBj^qBiuuaiuaui VMd il 

fUBBpa>iad uBBUBS>iBtad uBBpunuad uB>(i(Biinjaiu3Ui vXd (9
t UB?UBd ui f Xu ad / uB[BSBSa>i / uB^fBs nj35( 

uB^imnajtp >J®pp BisXujai uBifnSuad
UB>fBUBS3fB)ip qB|ajas SireX uBifRquiBj tJBirnSuad uH^jn^fBiauj 
>(n3un B)paXu3d H^qid BpBda>f uB>p8>fruisui8uaxu yyid (s

jfBMpBf fBnsdfi iBB^o] >insBui Bsiq uin[aq BtpaXuad 

!uH?(qmnqip SubX [BmpEf rBnsas i83(TU18Ui 
riBiB/UBp }SB>fiit6ad8 ‘JBqufBS-jcqoiBS U8>pjdqu]dui XBpp VMd (C 

retpaXuad Bpmdax uBJBXBquiad uB)BquiB|jaia}(
tUBBpa^ad UBBUBS)fB|dd

mnjBSuddtuaiu )BdBp SubX [BMpBf qBqnSuatxi vXd (l
:]n>(uaq jBdBqOB jBq

uiBfBp BH^aXuad BpBdasf uB^fpaqjp jBdBp TSBSuaduio^^ BMpsuad *b

ISVSNSdWOX VMUSiaad'SI

•jfanuoM UBBUBBJfBiad piianad JBqBfad 

>tmuaqtaam iBdep vXd 'dS uBqBqmad uBSupuadax Hn)un

'UBBpax^c1 tiBBUBS3(Biad UBqBqruad nB)B/trep 

UBBpaxad UBqBqmad BXuepB iBqpfB dS BSjBq ireqBqoiad

tUBBpa>(ad UBqBqruad
bXubpb )Bq|>(B uBBpaj^ad UBBUB8>fB|dd [BA\pBf UBqeqruad



dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Perisciwa 

Kompenaasi.

e. Pcnyedia tidak bcrhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan 

waktu penyelesaJan pekeijaan jika pcnyedia gagal atau ialai 
untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau 

mcngataai dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANOAN WAKTU

a. Jika tcrjadi Perlsiiwa Kompensasi sebingga penyclesaian 

pekeijaan akan melampaui TanggaJ Penyelrsaian maka 

pcnyedia berhak untuk meminta pcrpanjangan Tanggai 
Penyeiesaian berdasarkan data penunjang. PKA berdasarkan 

pcrtlmbangan Pengawas Pekeijaan mcmperpanjang Tanggai 
Penyeiesaian Pekerjaan sccara tertulis. Perpanjangan Tanggai 
Penyeiesaian harus dilakukan melalui adendum SP jika 

perpanjangan tersebut mengubah Masa SP.

b. PKA dapat rocnyeiujui perpanjangan waktu pelaksanaan 

seielah mclakukan penclitfan terhadap usulan tertulis yang 

diajukan oleh penyedia.

20. PEN0H ENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

a. Pcnghenlian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah 

selesai atau teijadi Keadaan Kahar.
b. Dal am hal SP diheniikan, maka PKA wajib membayar kepada 

pcnyedia sesuai dengan prestasi pekeijaan yang telah dicapai, 
termasuk:
1) blaya langsung pengadaan bah an dan pcrlcngkapan untuk 

pekeijaan ini. Bah an dan pcrlcngkapan ini harus 

diserahkan oleh Penyedia kepada PKA, dan selanjutnya 

menjadi hak miUk PKA;
2} blaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil 

pekerjaan scmcniara dan pcralatan;
3) bi^a langsung demobilisasi personil.

c. Pemuiusan PKA dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau 

pihak PKA.
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d. Mcnyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata» pemutusan SP melalui pembcritahuan tertuiia
dapat dilakukan apabila:
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan 

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaJannya dalam 

jangka waktu yang leluh diteiapkan;
2) penyedia tan pa persetujuan F^ngawas Pckerjaan, tidak 

memulai pelaksanaan pekcrjaan;
3) penyedia menghentikan pckeijaan selama 28 (dua puluh 

delapan} hari dan penghentian Ini Udak tercantum dalam 

program muiu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
4) penyedia berada dalam keadaan paJlit;
5) penyedia selama Mam SP gngaJ memperbaiki Cacat Mulu 

dalam jangka waktu yang diteiapkan oieh PKA;
6( denda kelerlaxnbalan pelaksanaan pekeijaan akibat 

kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) 

dari harga SP dan PKA menilai bahwa Penyedia tidak akan 

sanggup mcnyelesaikan sisa pekerjaan;
7| Pengawas Pekeijaan mcmcrintahkan penyedia untuk 

menunda pelaksanaan atau kclanjutan pckerjaan, dan 

perintab tersebut tidak ditarlk selama 28 (dua puluh 

delapan) hari;
8) PKA tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan 

angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana 

tercantum daJam SP;
9) penyedia terbukti mclakukan KKN, kecurangan dan/atau 

pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oieh 

Inatansi yang berwenang; dan/atau
lOlpengaduan icntang penyimpangan prosedur. dugaan KKN 

dan/aiau pelanggaran persaingan schat dalam pelaksanaan 

pengadaan dinyatakan benar oieh Instansi yang berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SP dllakukan karena kesalahan

penyedia:

1) penyedia memb^ar denda; dan/atau
2) penyedia dlmasukkan dalam Daftar Hitam.
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f. Dalajn hal pemutuaan SP dilakukan karena PPK terlibat 
pcnyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau 

pelanggaran pcrsaingan sehat dal am pelaksanaan pengadaan, 
maka PKA dikenakan sanksi berdasarkas peraturan 

pern n dang- u nd angan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil pekerjaan yang disepokati dilakukan 

olch PKA» dengan ketcntuan:
1) penyedia tclah mengajukan tagihan disertai iaporan 

kcmajuan basil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan Isistem butanan/sistem 

termin/pembayaran secara sekaUgusI;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila adaf, dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setclah pekcrjaan selesai 
100% (seratus perseratus] dan Berita Acara penyerahan 

pekerjaan diterbitkan.
c. PKA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sctclah pengajuan 

permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah 

mengaiukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat 
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila tcrdapat kelidakscsuaian dalam perhitungan angsuran, 
tidak akan mcnjadi aJasan untuk menunda pembayaran. PKA 

dapat meminta penyedia untuk mcnyampalkan perhitungan 

prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang 

aedang menjadi perse) isi ban.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansia) berupa 

Denda sebagai akibat wanpresiasi atau cidera janji terhadap 

kewajiban-kewajiban penyedia dalam PKA ini, PKA mengenakan 

Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi 
pekerjaan penyedia, Pembayaran Denda tidak mengurangi 
tanggung jawab kontraktuaJ penyedia.
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C. LELANQ
1. Pengumuman Lelang

Form.PBJD.U

TIM PELAKSANA KBOIATAN
DESA................KECAMATAN.................KABUPATEN

Jalan....................................Nomor..........Telcpon.............

Dengan ini Kami mengumumkan kegiatan Lelang yang berada di Deaa
.....................Kecamatan.................... Kabupaten..................sebagai berikut;

1. Paket Pekerjaan 

Nama paket pekeijaan
Lingkup pekeijaan 

Nilai total HPS Rp.
(..................................................

Sumber pendanaan : APBDES........TA...... .
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan aJamat ........................ .
Telepon/Fax :........................ .

3. Jadwal Pelaksanaan
Adapun jadwal pelaksanaan sebagal bcrikut:

T

[alamat lengkapjelaaj

No Hari/Tanaaal Waktu
1. Pendaftaran dan pengambilan 

Dokumen Lelana
8.d. ...j.... ... 8.d....

2. Pemasukan Dokumen 
Penawaran

• 4•f4 f ...

3. Evaluasi Penawaran • 4 4f4 ^•4

4. Neeosiasi
5. Penetaoan Pemenana *»•»••••

a. NPWP;
b. Izin Usaha (Badan Usaha)/ Perorangan;
c. Pengalaman Pekeijaan (Badan Usaha/ Perorangan).

Demikian disampalkan untuk diketahui.
Tim Pelakaana Kegiatan

Desa..........Kecamatan.......
Kabupaten Boyolali 

Ketua.

(tanda tangan]
...............

[nama lengkapf
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Lampiran Lelang
l.a. Surat Penawaran Penyedia

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

X70CXXXXXXXXXX, tanggal bulan20.
Nomor ;
Lamp. :
Hal : Penawaran Pekerjaan

Kepada
Yth. Tim Pelaksana Kegiatan 

Dcsa.......... . Kec.

<U-
.................

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Pengumuman Lelang Desa .............

Kecainatan..............Kabupaten.................nomor :......................
tanggal.....................dan setelah kami pelafari dengan saksama
Dokumcn Pengadaan, dengan ini kami meng^ukan penawaran
untuk pekeijaan ..................... sebesar Rp .....................
(................................. ).

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama .....................
(..................... ) hari kalender.

Penawaran ini beriaku selama ..... (..................... ) bari
kalender sejak tanggaJ surat penawaran ini.

Surat Penawaran besena lamplrannya kami sampaikan 

sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dokumcn asU dan 1 (salu) 

saiinan.
Dengan disampalkannya Surat Penawaran ini, maka kami 

menyatakan sanggup dan akan lunduk pada semua ketentuan 

yang tercantum dalam Dokumcn Pengadaan.
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Sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama Ini kami 
sampaikan:
1. Pakta integritas;
2. Spcsinkasi teknis;
3. d altar rincian penawaian harga;
4. Pcngalaman Pekeijaan.

Dcmikian surat penawaran harga kami buat untuk 

menjadikan periksa.

PT/CV/Firma/Koperasl / Perseorangan

jpiHh yang sesuai dan cantumkan namaj

Jabatan
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Lampiran Lelang
l.b. Pakta Integiitas Penyedia

PAKTA I NT EG RITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan / Pekeijaan

Bertindak untuk 

dan etaa nama

InamaJ

Idiisi nomor KTPf

PT / CV/ Firma/ Kopc rasi / Per scorangan
.....................[pitih yang sesuai dan canfumfcan
nama]

datam rangka pengadaan.................... {isi nama paketj pada
.................... [isi scsuai dengan nama desa] dcngan ini menyaiakan
babwa:
1. tidak akan mclakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepoiismc 

(KKN);
2. akan melaporkan kepada A pa rat Petigawasan Internal Pemerintah 

(Inspcktorai Kabupaten Boyolallj dan/atau UKPBJ apabila 

mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, iransparan, dan 

profesional uniuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai 
ketentuan peraturan pe run dang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA 

INTEG RITAS ini, bcrsedla meneriraa sanksi administratif, 
menerima sanksi pencanluman dalam Daftar Hiiam, dlgugat 
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempatl, .... (tanggalj 
. /butan/20.... (tahunj

(Nama Penyediaj 
ftanda tangan/,

[nama lengkapj
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2. Berita Acara Evaluasi Penawaran KormwPBJD.V

Alamat ;

PEMERINTAH DBSA poopooouuuulx 

KECAMATAN XXKOC KABUPATEN xxxxx 

TIM PEUKSANA KEGIATAN 

........................................ Tclp....................

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
PENGADAAN:.................................

TAHUN ANGGARAN.....
NOMOR :.................................. (Agenda TPfCj

Pada hari.......... . tanggal........ bulan.........tahun.......... . dcngan
mcngambil tcmpat di ......... TPK Pengadaan ............ TA........ lelah
melaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran> dan dapat dibeiitakan 

bahwa:
1. Nama paket pekerjaan

........ (..........rupiah)
APBDES Kab. BoyolaU Tahun

2. Nilai total HPS
3. Sumber pendanaan 

Anggaran 20....
4. Metodc Evaluasi yang digunakan : Sistem Gugur
5. Unsur-unsur yang dievaluasi (data terlampir), tcrdiri dart:

a. Korcksi Aritmallk Penawaran;
b. Evaluasi Penawaran (dan klarifikaai, apabila diperlukan):

1) Administrasi;
2) Tcknis;
3) Harga;

c. Evaluasi Kualifikasi (sistem gugur);
d. Pembuktian KualiiUcasi.

6. Jumlah pcscrtayang lulus/Udak lulus pada tiap tahap evaluasi:
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No Bvaluasi

Jumlah
(Nama)

Pcserta Yang
Lulus

Jumlah
(Nama)
Pcscrta
Yang
Tidak
Lulus

Keterangan

1. Koreksi Aritmatik
2. Administrasi
3. Teknis
4. Harga
5- EvaJuasI

Kualiflkasi
6. Pembukdan

Kualifikasi

Demlkian Berlta Acara Bvaluasi 
dipergunakan sebagalmana mestinya.

ini dibuat. agar dapat

Tim Pelaksana Kegiatan

No Nama
Jabatan
Panitia

TandaTangan

1. Kctua 1....................
2. Sekretaris 2....................

3. Anggota 3....................
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3. Undangan Klariflkasi dan Negosiasi Form.PBJD.W

TIM PELAKSANA KBGIATAN
DESA................KECAMATAN.................KABUPATEN

Jalan................................... Nomor.......... Tclcpon.............

Nomor
Sifat : Renting

Kepada
Yth.
Di rektu r/Plmpinan/Pemilik

Lampiran : ..........
PerihaJ : Klarifikasi dan Negosiasi di -

Menindaklanjuli surat Saudara tanj^al ............................. Nomor:
..........................  perihal Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-
hal sebagai berikut:

• Selelah mcnerima dan mempclojari isi surat penawaran harga 

Saudara, pada prinslpnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan 

harga penawaran yang Saudara ^ukan kami perlu melakukan 

klarifikasi dan negosiasi harga terhudap penawaran Saudara tersebut.
• Untuk keperluan dim^sud kami mengharap kehadiran Saudara 

besok pada:
Hari 
Tanggal 
Jam 

Tempat 
Acara

Demikian untuk raenjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan 

tcrima kasih.
................•(............................20...

TIM PELAKSANA KEQIATAN
DESA...............................

KETUA

Lli

Diisi Nama Desa
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4. Berita Acara Negosiasl Penawaran Form_PBJD.X

Alamat:

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxjuulxx 

KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 

................................................. Tclp...............

BERITA ACARA NEOOSIASI TEKNIS DAN HARGA
PENGADAAN ..............

DESA............. KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN.......

NOMOR :.....................................{Agenda TPK\

Pada had ini ............. . tanggal ............. bulan ............ tahun
Tclah dllakukan Negosiasi Harga terhadap Paket Pckeijaan: 

................Tahun Anggaran................... Dcngan hasil scbagai bcrtkutt

NO
CALON

PENYEDIA/
ALAMAT

KET
Seiisih

(Rpl

Tan da
Tangan
Calon

Peoycdia

Harga
Penawaran

(Rp)

Harga
Negosiasi

(Rp)
1.

2.

Demikian Bedta Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.
TPK Pengadaan B/J

No Nama Jabatan Panitia Tanda Tangan

1. Ketua 1...............

2. Sekretads 2..............

3. Anggota 3...............
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5. Beritu Acara Pcnetapan Pemenang Form.PBJD.Y

PEMERINTAH DESA xxxxxxxxxxxxx 

KECAMATAN xxxxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PBLAKSANA KEGIATAN 

Alamat:......................................... Tclp...............

PENETAPAN PEMENANG 

NOMOR:..................................

Berdasarkan Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : ............
Tanggal .....................Tim Pclaksana Kfgiatan Pckcijaan........................ Dcsa
Tahun Anggaran 2019, setelah kami melakukan kt^ian sccara cennat 

lerhadap surat dan dokumen tersebut, maka kami tetapkan sebagai berikut:

Nama paket pekerjaan 

Desa
Nilai total HPS 

Sumber pendanaan
Rp......................... (.
APB Des Tahun .....

Calon Pelaksana 

Nama Perusahaan 

Alamat 
NPWP
Harga Pcnawaran 

Harga Ncgoisasi
Rp,
Rp,

Dcmikian surat penetapan ini dibuat. untuk mcnjadikan periksa,

TPK Desa......................

No Nama Jabatan TPK Tanda Tan^n

1. Kctua 1....................
2. Sckretaris 2.....................

3. Anggota 3....................

62



6. Sural Pcnyerahan Hasil Lelang Penyedia 

Barang/Jasa Kepada Kaur/Kasi
Form_PBJD.Z

PEMERINTAH DBSA xxxxxxxxxxxxx 

KECAMATAN toxx KABUPATEN xxxxx 

TIM PELAKSANA KEOIATAN 

Alamat;......................................... Telp...............
Boyolati,

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal Laporan Lelang

Kepada Yth.: 
Pelaksana Kegiatan 

Anggaran Kegiatan
................. Desa....
Kecamatan..........
Kabu paten Boyolali 
di-

BOYOLAU

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa ...............
Kecamatan ..........Kabu paten .......... Nomor ............... Tahun
................ tanggal .................  tentang Penunjukan Tim Pelaksana
Kegiatan Barang/Jasa Tahun Anggaran ......... . Tim Pelaksana
Kegiatan telah melaksanakart seluruh rangkaian proses lelang dan 

tclah mcnetapkan serta mengumumkan pemcnang sesuai 

ketentuan, dengan ini kami laporkan sebagai berikui:
(. Paket Kegiatan 

Nama Pekeqaan
Sat u an Kerja
Harga Perkiraan Sendiri

Sumber Pendanaan : ,

Desa
Rp....

II. Kegiatan Pengadaan
Sebagaimana Jadwal Lelang terlampir;
III. EvaJuasi
Sebagaimana evaluasi Lelang terlampir;
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Dengan demikian tugas dan tanggung Jawab Tim Pdaksana
Keglatan telah dllaksanakan, selanJutnya Pelaksana Kegiatan
Anggaran untuk melakukan langkah langkah sebagai berikut:
1. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
2. Mengendaiikan pelakaanaan Kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan/penyelesalan Pengadaan Barang/Jasa 

kepada Kepala Dcsa;
4. Mcnyerahkan basil pekeijaan Pengadaan Barang/Jasa kepada 

Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan;
5. Melaporkan kem^uan peketjaan termasuk penyerapan anggaran 

dan bambatan pelaksanaan pekeijaan kepada Kepala Desa; dan
6. Menyimpan dan menjaga keutuhan seiuruh dokumen 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Demikian Laporan ini kami buat dengan penuh tanggung

jawab dan atas pcrhatiannya kami ucapkan terimakasih.

TPK Desa............... ......

No Nama Jabatan TPK TandaTangan

1. Ketua 1....................
2. Sekretaris 2.....................

3. Anggota 3....................
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7. Surat Peijanjlan Penyedia Form^PBJD.AA

SURAT PERJANJIAN

Pekeijaan............................ .........
Z>e8a..... Kecamatan........ Kabupaten Boyolali

Nomor:................. ......... .

SURAT PERJANJIAN ini berlkut semua lampirannya adalah Kontrak Kcrja 

Konstruksi Oabungan Lump Sump dan Harga Satuan. yang sclanjutnya
disebut ^Kontrak* dibuat dan ditandatangani di ..........  pada hari .........
tanggal...... bulan.................. tahun............... jtanggaL bulan dan tahun diisi
dengan hunxfl, bcrdasarkan Surat Penetapan Pemcnang Nomor...... tanggal

Nama
Jabatan
Berkedudukan

yang bertindak untuk dan ataa nama Deaa ..... .
Kecamatan...........Kabupaten..........bcrdasarkan Surat Keputusan Kcpala
Deaa...... Nomor......... tahun......Tanggal.................Tcntang.....................
sclanjutnya disebut Peiaksana Kegfatan Anggaran, den^n:

Nama
Jabatan
Berkedudukan di 
Akta Notarls Nomor 

Tanggal 
Notaris

[nama wakil Penyedla]
[sesuai akta notarial 
[alamat Pcnycdia|
[sesuai akta notaris)
[tanggal penerbltan akta]

, [nama notaris pcncrWt akta)

yang bertindak untuk dan atas nama 

selanjutnya disebut •Penyedla".
(nama badan usaha]
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Dan dengan memperhatikan:
1. Undang*Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstrukai;
2. Kltab Undang'Undang Hukum Pcrdata (Buku Ul tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyclcnggaraan 

Jaaa Konatruksi sebagaimana telah dlubah bcberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

PARA PIHAK MENBRANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(4 telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan 

Dokumen Pemilihan;
(b) PKA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini untuk

melaksanakan Peleijaan Konstrukai ............................Desa
................. Kecamatan ................. fCabupaten Boyolali sebagaimana
dlterangkan dalam dokumen Kontrak ini sclanjutnya dlsebut “Pckcrjaan 

Konstrukai*;
(c) Penyedia telah menyatakan kepada PKA, mcmHiki keahlian profesionai, 

tenaga keija konstniksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyettdul 
untuk melaksanakan Pekexjaan Konstrukai sesuai dengan persyaratan 

dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d| PKA dan Penyedia menyatakan memiUki kcwenangen untuk 

menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwaklli;
(e) PKA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan 

dengan penandatanganan Kontrak ini masing-maaing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh 

advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah menelitl secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadal untuk memeriksa 

dan mengkonfirmaslkan semua ketentuan dalam Kontrak ini be serta 

semua fakta dan kondlsi yang terkait.

Maka oleh kaiena itu» PKA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan 

menyctujul untuk membuat pcijanjian pelakaanaan paket Pekcijaan
........................ Desa................. Kecamatan............. Kabupaten Boyolali
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
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PasaJ 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan daJam Surat Pcijanjian ini memiliki art! dan 

makna yang sazna sepcrti yang tercancum dal am lamplran Surat Peija^jian 

ini.
PasaJ 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup uiama pckeijaan lerdiri daii:
1.........................
2.........................
3.........................

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN 

DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak tcrmasuk Pajak Fertambahan Nilai (PPN) yang 

diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi scbagaimana 

tcrcanlum dalam Daftar Kuantitas/Keiuaran dan Harga adaJah
sebcsar Rp............... (............ dItuJis dalam huruf........ ) dengan kodc
akun kegiatan.......... ;

(21

DAK Rp.
APBD Prov. Jateng Rp.
APBO Kab. Boyolali Rp. -

Jumlah Rp.
Pembayaran untuk kontrak ini dliakukan ke Bank 

............. atas nama Penyedia :...................

rekcning nomor

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Ketengkapan dokumen-dokumen bcrikut merupakan saiu kesaiuan dan 

bagian yang Udak terpisahkan dan Kontrak ini tcrdiri dart adcnduro
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Surat Perjanjian (apablia ada), Surat Pcrjanjian, Surat Penawaran, 
Daftar Kuantitas/Kduaran dan Harga, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

(2| Jika tcrjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumcn 

dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah 

ketentuan dalam dokumen yang leblh tinggi berdasarkan urutan 

hierarki sebagai berikut:
a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. Surat Perjanjian;
c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
d. spealfikasl teknis; dan
e. gambar-gambar.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban llmbal-balik Pejabat Penandaiangan Kontrak dan Penyedia
dlnyotakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
a. Pejabat Penandaiangan Kontrak mem puny ai hak dan kewajiban untuk:

1} mengawasi dan mcmeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2) meminia laporan-laporan secara periodik mengenal pelaksanaan 

peke^aan yang dilakukan oleh Penyedia;
3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibuiuhkan 

oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekeijaan scsual 

ketentuan Kontrak;
4) mem bay ar peketjaan scsual dengan harga yang tcrcanium dalam 

Kontrak yang lelah dltetapkan kepada Penyedia.
b. Penyedia mcmpunyal hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan peketjaan sesual dengan 

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari 

Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan 

pekeijaan scsual ketentuan Kontrak;
3) mclaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat 

Penandatangan Kontrak;
4) mclaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN 

secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
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rejapui iqnqnqip Bdupi ireqmnqa^i 

re ness JfsXuBqjsdip indBp u^[ Sire^ dB^Sirej <>(Bmd bjbcI j9eq UBp

BtUBG SireX uin^iTiq UBlBn>p>f reXunduidtu <rej9idiu ireSuop n^nqnqip Suibbuj 

-SufSBui ,6'ey(Smj fBnp) z uibtbp rei^qip uBp Bisauopui jfiiqnd^y |p ueSirepun 

-Suppurudd UBJnjBJWJ UBTUUW3>i UB8U9p fBnSM ire>lBUBS>(B]5Ul
UBp BBiB IP inqOSJSJ fBSSUBJ BpBd lUJ >fBJlUO^ rUBSUBlBpUBU^Ul

J(mun iB5fBd3SJdq qeidi BipaXuaj irep VMd ‘uepnujdp ub9u9g

uapudfBq i4Bq (qnind uBdB[dp eniBJss) o9I UBSuap reduiBB 

UBBp»>?od UBqBJdKuad |b88ubx >fBps Sumiqip ireBJBqtpui^d bsbw (c)

•japu3fB>i uBq (............ )......... Banqds UBBpd>t3d UBqBidiCuatj ibSSufi

ireSuap redUJBs 5fBJiuo>i x^u^i aumiqip uBBUBfiJiBiaj bsfw it)

uBBpds^ad UBqBJdXudd

|b88ubx uB3uap redujBs ifBJiuo^ uBUBSuFjBptreuDd [bSSubj >(Bfas 

SunqqJOT lu] FXuT)>fB|J9q npfBM FHSuBf qs^BpB >|BJ1uo^ bsbw (l)

MVHINOX VSVW 

g IBBBd

'BipsXuad tre^BfSajf iFqpfB bXu5^;|)ui undnBui jbxbjbXsbiu Bpeds^i 

UBnaSuBS UBp ire>fesru9d iSBinquisui buss <Bp9>i iBdu2;n uB9un>fauii 

iSunpufidUi >{rnun Bp9>i uBiBq9Sd>] UBp UBreure[9S9x uduiorBUB^q uidisis 

uB^dBJdtidtu tuddds repFUidiu dn>in3 9ubX qB3fSuB]-qB^UBi iiquiBdudui |6

t3fBX)U0M urejup UB>(dBidi(p qBidi SubX uFBpa^ad 

uBqBJ^Xudd pMpsf uFSudp fBnsss UB8p9>fdd psBq UB>fqBJ9Xuaui {g

!3fBJlUOX
UeaUB)BpUBUd^ )BqBf9d 3ubX UBBUBSSfBldd UBBS^UOlUdd
Jinjun uB^^nfJddtp StreX uF9uBJ9pq-uBauBJ9)9>t uBJ^u^quiaiu [i

JjfBJlUOX
UIB|BP puutp SUBX tJBBp9>|dd lIF>|^JXl UBp UBJBSdloXudd ,UFBUBS>fBI9d 

xmun UB>inp9dip SubX BOBjuotnas undnetu udUBUUdd uBBpo>(ad 

BjBS^S UBp ‘UB9UBdB( JJBp HBJB 3>{ UB;n^3;iB ‘UBJUIBiSd ‘UBqBq 

>uBqeq ‘eh^yi B9BUd) uB^fBipdXudui ub9u9p qBMBf 9un9SuB) qnudd

UBp IBJrUfB ‘reuud^ BiB396 UBBpd>{3d UB^reS3]dXU9lU UFp UB>fFUFS)fB)9Ul (9 

!>1BJ1U0X ure^p OB^tdBPqp qBpi SubX UBBpS^tad UBBUBS>fBl3d 

|BMpBf UBSUdp ]Bn83B UBBp9>f9d UB^re$9(dXU3U2 UBp UB>fBUB6^IdlU (9



............... *)............................. 20.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK KAUR / KASl.......... ...............

..................................... DESA..................................

. .................................... ...........

Diisi Nama Desa
NB: dilampiri dengan Dokumen Lelang.
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8. Surat Pcnyerahan Ha si I Pekerjaan Dari Penycdia 

Kcpada Kaur/Kasi.
Form.PBJD.BB

KOP PENYEDIA BARANQ/JA8A

Nomor
Sifat
Lampiran 

Perth al

Kepada
Renting Yth. Kaur/Kasi Kegiatan
I (salu) bcrkas Desa.................................
Penverahan PekeriAan di -

Berdasarkan Surat Peijanjian Kerjasama Nomor: .......... langgaJ
.......................... . maka pcrlu kami sampaikan bahwa pekeijaan
................................... telah seicsai dan dengan Ini kami kirimkan hasii
peiaksanaan pekerjaan ......................... untuk diteliU apakah sudah aesuai
dengan spesinkasi teknis atau bclum.

Demikian untuk mcnjadikan pcriksa dan atas kcrjasamanya disampaikan 

terima kasih.

..........•)...............................20....
DIrektur/ Pimplnan/ Pemilik

DiisiNama KabufSJten Alamat Penyedio Bamng/Jasa 

NB : dilampiri dengan Perjanjian Kerjasama, dan Laporan Pelaksamuin 

Pekerjaan 10Cf% sesuai standar format iafx>ran konstruksi.
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9. Bcdta Acara Pemeriksaan dan Penprimaan HastI 

Pekeijaan dan Penyedia Kepada Kaur/Kasi.
Form PE3JD.CC

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
Nomor:..........................................

Pekeijaan:..........................................................................

Pada harl ini .................  Tan^al ............ Bulan ............. Tahun Dua
Ribu.......pada Pukul .............. WIB bertempat di ............... kami yang
bcriandatangan di bawah ini sccam bersama-sama tetah melakukan 

pemenksaan atas pekeijaan yang tclah dikerjakan Penyedia Burang/Jasa 

dari...........................................................
Pemeriksaan hasU pekeijaan dipimpin oieh Kaur/Kasi Kcgiatan Desa
..................... Kecamaian ................... Kabu paten .................... dengan pihak
Penyedia Barang/Jasa dari..........................................................

Pada saat pemeriksaan basil pekerjaan pihak Penyedia Barang/Jasa 

dihadiri oleh.......................................... dengan basil sebagai berikui:
1. Bahwa Kaur/Kasi Desa .................... Kecamaian .................

Kabu paten............  menyalakan tclah mcncrima basil pekeijaan yang
tclah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dari .........................  dan
lelah sesuai dengan yang disepakati bersama;

2. Pekerjaan dari penyedia sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, 
gam bar, dan persyaratan lainnya sebagaimana yang sudah disepakati;

3. Pekerjaan sudah selesai 100®'© (seratus perscratus) sesuai kontrak 

antara penyedia dan kasi/kaur;
4. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik dan mengucapkan lerima kasih 

atas kepercayaan yang tclah dberikan.

Demikian Bcrita Acara ini dibuai rangkiip 2 (dua) dengan bermeicrai cukup 

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan 

sesuai pern tu ran perundang-undangan.

............... •).............................20....

DIREKT U R / PI M PI NAN / PEM1LIK KAUR/KASI............
......................................... DESA...............................

.......... .......................... ■«».«*•••«?• r*,**,*****,>*

•/' Oiisi Nama Desa
NB: dilompiri dengan PerjanJtan Kerjasama, dan laporan Pelaksanoan 

Peke/jaan 100% sesuai standar format laporan konstruksi.
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10. Laporan Pelaksanaan Pekexjaan Dari Kaur/Kasl 
kepada Kepala E)esa.

Form_PBJD.DD

PELAKSANA KBQIATAN ANGOARAN
DESA................KECAMATAN.................KABUPATEN

Jalan....................................Nomor.......... Teiepon.............
..............................*)

Nomor
Siiat
Lampiran
PerlbaJ

Penttng 

1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Kepala Oeaa

di-

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa ............ ............... Kecamatan
....................... ....... Kabupatcn ...................... Nomor: .......... Tahun .......
tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa ....................
Kecamatan ................... Kabupaten................. Tahun Anggaran 20...... .
bersama ini kami laporkan dengan homiat bahwa pekeijaan
........................................ telah selesai dilaksanakan pada tanggai ....
...................20.......
Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekexjaan ......... sebagaimana
tertampir.
Demiklan untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PELAKSANA KECIATAN ANGOARAN
DESA.........................

KAUR/KASI

*)'. Dtisi Nama Desa
NB: ddamptri Surat Ferjanfian, Laporan Pelaksanaan dan, Bertta Acorn 

Pemeriksaan dan Sarah Terima Pekerjaan.

BUPATI BOYOLAU,/

Balkan Hukum
A I Sotdg_

1 ParaT
^ SENO SAMODRO
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